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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2]
dan ayat (4} Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal, dan Pasal 4 ayat (2] Peraturan HKcpala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor @ Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi dan Rencana Umum  Penanaman  Modal
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018 - 2025;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2, Undang-Undang Nomor 253 Tahun 2004 (tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

3. Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724,
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah [Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), schagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5679);

5, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tlentang Daftar

Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tshun 2014 tentang

Penvelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8, Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 2036);

49, Peraturan Kepala Badsan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyvusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 2013 Nomor 93);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatun Nomor 3 Tahun

11.

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Sclatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2J;

Peraturan Qubernur Kalimantan Tengah Nomer 65 Tahun
2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
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MEMUTUSKARN:

Menetapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2018 - 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yvang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaien Barito Selatan.

Kecamutan adalah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan,

Camat adalah Camat / Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu vang selanjutnya

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta yang
selanjutnya disingkar Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Mndal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Sclatan.

9, Pernngkat Daerah yang selanjutnya disingkal PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Barnto Selatan,

10. Penanam modal (investor) adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam
negeri dan penanaman modal asing.

11. Penanam modal dalam negeri adalah perscorangan warga negara Indonesia,
badan usaha Indonesia, Negara Rcpublik Indonesia, altau daerah yang
melakukan penanaman modal di daerah.

12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, dan atau pemerintah asing yang mclakukan penanaman modal di
daerah.

13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan mananam modal baik oleh
penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah Kabupaten Barito Selalan.

B



14. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah
dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025,

15. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah yang
selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan pcnanaman
modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025,

16, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barite Selatan yang
selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman
modal di tingkat kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2023,

BAB Il

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

Pasal 2

(1} Dengan Peraluran Bupati ini, ditetapkan RUPMK Tahun 2018 - 2025.

(2) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal janghka
panjang berlaku dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

(3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Pendahuluan;
b. Azas dan Tujuan;
c. Visi dan Misi;
d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
1) Perbaikan lklim Penanaman Modal; :
2} Perscbaran Penanaman Modal;
3) Fukus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4) Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green vestment),
5} Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6] Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentifl Penanaman Modal;
dan
7) Promosi Penanaman Modal.
e. Peta Panduan (Readmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal,
yvang terdiri dari :
1} Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat
Mcnghasilkan;
2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
4] Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
. Pelaksanaan; dan
. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yung Strategis dan
yvang Cepat Menghasilkan.
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Pasal 4
RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkun dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

RUPMK menjadi acuan bagi PD dalam menyusun kebijakan, stralegi dan
program seria kegiatan vang terkait dengan kegiatan penanaman modal,

Pasal 6

Pemerintah Dacrah menyusun RUPMK dengan mengacu kepada RUFM, RUPMPF,
dan prioritas pengembangan potensi sumber daya Kabupalen Barito Selatan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Barito
Selatan, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudaban, dan/atau
insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan,
dan/atau insentifl Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6) dan angka 7).

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentil scbagaimana dimaksud
pada avat (2, dievaluasi secara berkala pleh DPMPTSP dengan melibatkan PD
terkail.

(4] Hasil evaluas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3], disampaikan oleh kepala
DPMPTSP kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Bupati.

(5] Hasil pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh
PD gesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 8

(1) Evaluasi sebagnimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 {dua) tehun.

(2] RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 (lima) tahun

sekali untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika pembangunan di
Daerah terkait bidang penanaman modal.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati
ini diatur oleh PD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR ° TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2018 - 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya akuovitas masyarakat sejalan dengan semangat
desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang ini memberikan peluang
bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola dasrah untuk lebih berperan aktil
dalam mengembangkan potensi daershnya. Persaingan yang semakin tajam
dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah  daerah  menyapkan
dacruhnya sedemikian rupa unluk menggali potensi ekonomi seoptimal
mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik, schingga
dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun
internasional.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapal menciptakan
peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain  karena bekerjanyn proscs
vang berpengaruh ganda [multiplier cffect), schingga ekonomi masyarakat
dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable]. Berbagai impikasinya
posistif dari investasi antara lain adalah meningkatknya kesempatan kerja dan
peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurungi angka
kemiskinan, Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan multiplier
effcct bagi kemajusan ekonomi daerah. Manfaal pengembangan investasi
langsung (direct invesment) sclain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya
transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke
pusar dunia,dan transfer kemampuan manajerial.

Proses pembangunan ckonomi dalam wilayah akan  melibatkan
kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semus sektor ekonomi
domestik. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebul, perlu dibangun
pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin, dun alal-alat produksi.



Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia
(SDM/human capital] yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk
fasilitas seperti gedung sekolah, perpustaksan dan sebagainya buai
mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dans investas
(Tambunan, 2000).

Guna memperkokoh  perckonomian  daerah dan  menjamin
keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kabupaten Baniloe Selatan
berupaye memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan
seria menjamin pencgakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-
kegiatan porckanomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan
ckonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperiukan
upava-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi scsuai
dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung
dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat teluh
mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomoer 25 Tahun 2007 yang
menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten /kota, dan merupakan peletakan kebijukan dasar untuk mendorong
terciptanya iklim wusaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka
penguatan daya saing perekonomian  daerah, dan mempercepart
pengembangan investasi di daerah.

Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2012, Pemerintah tclah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) yang merupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal jangka
panjang, dan berlaku sampai dengan Tahun 2025. RUPM ini akan menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kemenlerian (LPNK] dalam
menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. RUPM
ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan  scluruh
kepentingan sekloral terkait agar tidak terjadi tumpang tndih dalam
penetapan prioritas sektor-scktor yang akan dipromosikan.

Dalam mencapai tujuan seperti diinginkan oleh Peraturan Presiden
tersebut, diperlukan suatu sinergi dari semua pelaku  ekonomi dan
pembangunan baik lintas sektoral maupun vertikal (provinsi, kabupaten
perbatasan, atau provinsi perbatasan).



Dengan demikian Kabupaten Barito Selatan harus bisa memanfaatkan
posisi siratepis sebagni sainh satu Kabupaten, yang merupakan pintu masulk
dan kcluar utama sckaligus pusat berbagai bentuk pelavanan vang
dibutuhkan cleh masyvarakat Kabupaten Barilo Selatan,

Potensi ekonomi Kabupaten Barilo Selatan pada umumnya, dan potensi
investasi khususnya, vang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial
seperti perdagangan, industri, pengangkutan, jasa-jasa, dan pertanian, di
samping harus dikelola agar berkembang ke arah vang scsuai dengan
kerangka pengembangan wilayah kota, juga harus dapai dikemas ke dalam
seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapal menarik
mingl para pelaku  ekonomi untak berkiprah sccara optimal dalam
pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan
sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan, dan pada sisi lun sebagai
lindak lanjul dan amanah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012,
maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Selatan wajib
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banio Selatan yang
berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam  pembangunan,
khususnya pengembangan Investasi di Kabupaten Barito Selatan.



BAB IT
AZAS DAN TUJUAN

2.1. Dasar Hakum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum penyusunan RUPM adalah :
a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
¢] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah;
d] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal; dan
el Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

2.2. Tujuan

Kegiatan ini  bertujuan unluk menyiapkan suatu dokumen
perencanaan berupa Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten
Barito Selatansebagai dasar pedoman, arah kebijakan, dan kerangka acuan
pengembangan investasi di Kabupaten Barito Selatansesual Rencana Tata
Ruang Wilayah. Secara tersirat, kalimal di atas sesungguhnya telah
mencakup maksud dan tujuan yang dapal diredefinisi ke dalam suatu
kalimat yang lebih rinci sebagai berikout:

Tujuan penyusunan RUPM ini adalah:

Untuk menghasilkan dokumen Rencana Umum sebagaimana
dimaksud sebelumnya, sebagm suatu wuud nyvata keberadaan acuan dasar
schagaimana pernvataan dalam maksud pekerjaan.Dalam upaya mencapai
maksud dan tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di
Kabupaten Barito Sclatan, maka dokumen RUPM Kabupalen Barito Selatan
ini akan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian kebijakan scktoral yang berhubungan dengan penanaman madal;

2. Data dan Informasi tenlang kondisi fisik dan sosial-ekonomi, dan sosial-
budaya, vang terdiri dan data statistik, deskriptil dan gambaran spasial
berupa peta;

3. Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan,
kondisi exisling penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan
penamaman modal ke depan;



4. Informasi bakal investasi, yang dibagi menjadi informasi bakal investasi
yang Unggul, bakal investasi yang Andal, bakal investasi yang Potensial,
dan bakal investasi yang masih bisa dijadikan Harapan;

5. Kajian ekonomi, sosial, fisik, dan budava/perilaku wilayah dalam
hubungannya dengan penanaman modal;

6. Perhitungan-perhilungan forecast jumlah penduduk 20 tahun ke depan,
ekspor impor, produksi barang dan jasa, pertumbuhan ckonomi,
kebutuhan dan juga degradasi serta inflasi;

7.Penentuan visi, misi, strategi, kebijukan penanaman modal, program
pembangunan yang mendukung penaneman modal, hingga rencena
kegiatan (ahunan sampai akhir tahun perencanaun

Hal-hal di alas selanjutnya dapat diperhatikan sebagai sasaran
penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito

Selatanyang dapat menjadi bahan acuan guna melengkapi arahan-

arahan/langkah pelaksanaan penyusunan RUPM, sebagaimana dijelaskan

kemudian dalam lingkup penvusunan RUPM ini.

2.2.1. Manfuat

Manifaal yung diharapkan dari pelaksanaan penvusunan Rencana
Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selaton adalah:

a) Terinventarisasikannya kebijjakan sektoral yang berhubungan dengan
penanaman modal di Kabupaten Banto Selatan;

b) Tersedianys Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh
tahun belakangan, kondisi cxisting penanaman modal, dan perkiraan
pertumbuban penamaman modal ke depan

¢] Tersedianya arahan strategis yang berfokus pada penyusunan
prioritas kebijakan pembangunan dan distribusi peran masing-
masing stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan  investasi
Kabupaten Barito Selatan;

d) Ditetapkannya investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya
alam, dan kondisi geografis Kabupalen Barito Selatan;

¢ Tersediunva indikasi program-program investasi yang tertata dan
terencana untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan
keesejahteraan masyarukal Kabupaten Barito Selatan.

i Ditetapkannva tahap-tahap pelaksanasn pengembanpan investasi
yang disertal langkah-langkah aplikatl dan distribusi peran olch
stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan

investasi;



Bl Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah
akademik dalum rangka penyusunan draft Peraturan Bupati tentang
RUPM

2.2.2, Ouput

Qutput dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai:
Potensi dan kebijakan scktoral vang berhubungan dengan penanaman
modal di Kabupaten Barito Selatan; Informasi kondisi existing penanaman
modal, dan perkiraan pertumbuhban penamaman modal; arahan strategis
penyusunan prioritas kebijakan  pengembangan  investasi Kabupaten
Barito Selatan; prioritas investasi sesuai dengan potensi, sumber daya
ulam, dan kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan,



BAB II1
VISI DAN MISI RUPM

3.1. Visi dan Misi RUPM
3.1.1. Visi dan Misi RUPM Nasional

Adapun Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini
disclaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian
dokumen jangka panjang yang lerintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional
sampat tahun 2025 adalah schagai berikut:

“Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Teruwujudnya
Indonesia yang

Mandiri, Maju, dan Sefahtera”

Dari visi tersebut dituangkunlah Misi RUPM Nasionul sam pai
Tahun 2025 adalah :
a. Membangun iklim penanaman modal vang berdaya saing
b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatun ekonomi yang bernilai
tambah;
¢. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional

3.1.2. Visi dan Misi RUPM Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Penanaman Modzal Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-
2025 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai
daerah Penanaman modal vang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan
dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yvang maju, mandiri
dan adil”
Dengan makna : pencntuan arah perencanaan dan pengembangan, pelayanan
prima, promosi yang efekrif, deregulasi pengendalian, pengembangan sumber
daya manusia.

Untuk mencapai Visi Penunaman Modal tersebut maka ditetapkan &
([enam]) Misi schagai berikut :



l.Kegiatan Penanaman Modal yang lebih adil, merata dan berwawasan
lingkungan.

2.1klim Investasi yang lebih kondusif dan stabil, adanya rasa keamanan bagi
para peilaku ckonomi dalam kegialan penanaman modal vang berlangsung.

J.Memberdayvakan masyarakat dunia usaha termasuk UMKMEK dan schuruh
kegiatan ekonomi,

4.Otonomi  daerah di Bidang Penanaman Modal sesuai  Potensi dan
kemampuan daerah, dengan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk
memaksimalkan keuntungan dalam setiap sektor ekonomi.

S.Kerjasama Internasional melalui promosi penanaman  modal yang
mengutamakan kepentingan nasional.

B.Aparatur Badan Penanaman Modal Dserah dan  Perizinan {(BPFMDP)
Kalimantan Tenguh vang profesional, transparan, responsif, dan memiliki
intergritas yang tinggi

3.1.3. Visi dan Misi RUMP Kabupaten Barito Selatan

Mengacu pada visi rencana pembangunan jungka panjang Kabupaten
Barito Selatan, maka visi rencana umum penanaman modal (RUPM)
Kabupaten Barito Selutan adalah :

'nmnmmmmmmmmm
Saing Tinggi Menuju Masyarakat Sejahtera®

Potensi Kabupaten Barito Sclatan untuk tumbuh dan berkembang
cukup terbuka mengingal potensi sumber dava alam yang lerkandung dan
dimiliki cukup besar. Potensi sumber daya tersebut diantaranya potensi
sumber daya pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata dan
lainnya.Agar potensi yang besar rersebul dapat menjadi sumber dava rill yang
akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan musyarakat, potensi
lersebut harus dapat dikelola dengan optimal, dan pengelolsan  polensi
tersebut memerlukan sumberdaya lain, baik sumberdaya modal maupun
sumberdaya manajerial dan kelembagaan.



Sinergl vang saling memperkuat antara berbagai sumberdaya vang akan
menjadi penggernk dan kckuatan untuk dapat mengoptimalkan potensi-
potensi yang dimiliki Kabupalen Barito Selatan. Visi rencana umum
penanaman modal Kabupaten Barito Selatan tersebut menjadi acuan utama
dalam merealisusikan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito
Selatan dalam bidang penanaman modal,

Untuk merealisasikan visi penanaman modal terscbut ditempub melalui 6
[enam) misi, yaitu sebagai berikut -

L. Tata kelols penanaman modal yang cepat dan transparan.

2. Informasi investasi yang real dan prospoktil.

3. Menciptakan iklim investasi kondusif.

4. Mewujudkan kemitraan vang seimbang anlara usaha besar, menengah,
keeil dan mikro.

2. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

f. Mendorong mumbuhnya kewirausahaan masyarakat,



BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1. Kebijakan Dasar

Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan Kegiatan
penanaman modal, di Kabupaten Barito Selatan, maka pemerintah dacrah
menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yvang kondusil bagi kegiatan
penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing daerah dalam
perekonomian nasional dun global; dan

b. Mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah. Dalam
menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah daerah Memcgang
prinsip:

4. Memberi perlakuan dan peluang vang sama bagi penanam modal dulam
negen dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional, menjamin kepastian hukum, kepastiun berusaha, dan keamanan
berusaha bagi penanam modal, scjak proses perizinan sampail berakhirnya
kegiatan penanaman modal scsuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Membuka kescmpatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan
kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

. Mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah vang hasilnya disajikan dalam
bentuk peta investasi daerah dan peiunjuk tentang potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan;

d. Mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, menengah,
dan besar dalam rangksa program kemilraan;

©. Menyusun program pengembangan penanaman modal daerah  sesuai
dengan program pembangunan daerah;

f. Menctapkan bidang usaha unggulan yang menjadi priorilas sesuai potensi
dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan
daerah;

g- Menetapkan bidang-bidang usaha yang teriutup mutlak untuk penanaman
modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan bidang-bidang usaha
yang lerbuka dengan persyaratan tertentu;

h. Menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang yang
terbuka dengan persyvaratan terlentu;

I. Menyusun profil-profil investasi proyek kemilraun:



J. Menelapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemuduhan penanaman
modal di daerah;

k. Melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil
dan menengah;
menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan
pengembangan penanaman modal yang belum ditetupkan, sepanjang tidak
bertentangan dengan kebjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4.2. Ketentuan Umum

Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito
Selatan, terdapat beberapa ketentuan umum yvang berfungsi sebagai batasan
atau definisi operasional, yung meliputi hal-hal sebagai berikul:

4. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan dan
penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik oleh penanam
modal (investor) dalam negeri maupun investor asing;

b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan
oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negert,

€. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha vang melakukan
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan
penanam modal asing

e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia,
badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia

f. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain vang bukan uang
yang dimiliki olch penanam modal yang mempunyai nilai ekonamis

g Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warge negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau



badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh
pihak asing
-Modal dalam negeri adalah modal vang dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia, perseorangan warga negara indoncsia, atau badan usaha vang
berbentuk badan hukum atau lidak berbadan hulkum

L. Pajak daerah, vang selanjutnva disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atsu badan yvang bersifat
memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan tdak wmendapatkan
imbalan secara lungsung dan digunakan untuk keperluan dacrah bagi
sebesar-besaurnya kemakmuran rakyat

. Retribusi Dacrah, yang selanjulnva dischut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembavaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintith Dacrah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan

- Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Dacrah kepada
penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di
daerah

. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah
kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman
modal dalum rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah,
Rawasan Industri Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disingleat KIK
adalah Kawasan Industri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

-Pengaturan dan Disinsentil adalah pencegahan, pembatasun, pengurangan
dan pengaturnn kegiatan perizinun dan non perizinan dari Pemerintah
Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dumpak
lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah

- Pelayanan terpudu satu pintu adalah kegiatan penyclenggaraan  suatu
perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpaban
wewenung dari lembaga atau instansi vang memiliki kewenangan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dard tahap
permohonan sumpai dengan tahap terbitnya dokumen vang dilakukan
dalam satu rempat



4.3. Arah Hebijakan

Arah kebijakan penanamun modal di Kabupaten Barito Selatan harus
sesuai dengan RUPM Nasional vang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
teatang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Di samping
i, urah kebijakan harus menopang rencana pembangunan jangka panjang
(RPJPD) Kabupaten Barilo Selatan Tahun 2005-2025. Adapun misi, lujuan,
sasaran dan indikator pembangunan dulam RPJPD Kabupaten Barito Selawn
Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1,

Tabel 4.1
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Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan
sirategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas
kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan,
berkelanjulun dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan
antara kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional,

RUPM Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana
Pembangunan di bidang penanaman modal, yvang dijabarkan ke dalarn RUPM
Kabupaten Barito Selatan ini sekaligus mengacu arahan RUPM Provinst
Kalimantan Tengah. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijukan, dan
strategi, RUPM Kabupaten Barito Sclatan ini juga mempertimbangkan peran
dokumen RUPM Provinsi scbagai salah satu acuan dalam penyusunan
Rencuny  Pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Barito
Selatan.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan
penanaman modal, maka RUPM Kabupailen Baritn Selatan ini sudah
mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi,
delam bentuk 7 [mijuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana
tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, yaitu:



1) Perbaikan lklim Penanaman Modal,

2) Persebaran Penanaman Modal,

3) Fokus Pengembangan Pangon, Infrastrukiur, dan Energi,

4] Penanaman Modal vang Berwawasan Lingkungan (Green Investment),

5) Pemberdavaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKME),

6] Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentil Penanaman Modal, dan

7) Promosi Penanaman Modal,

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Barito Selatan terdiri atas:

4.3.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

lklim penanaman modal bersifal dinamis, artinya setiap elemen yvang

terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan
dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat
iokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai
oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal,
namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan
lokal akon memberi arah penekanan vang berbeda dalam upaya perbaikan
iklim penanaman modal di Kabupaten Barilo Selatan. Arah kebijakan
perbaikan iklim penanaman modal ini meliputi;

Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinun investasi dan
Penanaman Modal Kabupalen Barito Selatan.

Dalam hal mencapai penguatan lembaga penanaman modul, maka
kelembagaun penanaman modal di Kabupaten Barilo Selatan,
khususnya wuntuk menjalin koordinusi penanaman modal dengan
Satuan Kerja Peranghkat Dacrah (SKPD).

Maka Pemerintah Kabupaten Barito Selaian perlu memiliki visi yang
sama mengenal pembagian urusun pemerintahan di bidang penanaman
modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman
modal, serta koordinasi yung efektif diantara lembaga-lembaga
tersebut.  Penguatan kelembagaan penanaman modal di daersh
sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
Penanaman Modal yang lebih efekif dan akomodatil rerhadap



penanaman modal dibandingkan dengan sistem-siatem perizinan
scbelumnya.

b. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh BPM-PPTSP
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati
Kabupaten Barito Selatan yang memiliki kewenangan perizinan dan
nonperizinan di tingkat Kabupaten Barito Selatan,

¢. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Pemerintah
Kabupaten Barilo Selatan dalam rangka pelayanan penanaman
modal kepada para penanam modal, Hal ini akan memberikan suuty
kepastian dan kenyamanan berussha, dan dengan demikian
mendukung iklim penanaman modal yang kondusif,

d. Mengarahkan lembaga penanaman modal Kabuputen Barito Selatan
untuk secara proaktif menjadi inisialor penanaman modal seria
beroricntasi pada pemccahan masalah (problem-solving} dan fasilitasi
baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah
menjalankan usahanya di daerah.

Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yuang mempertimbangkan
klasifikesi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan
pemeraraan investasi dan penanaman modal.

Sesual amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendorong peningkatan
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka
memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan
oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaruan penanaman
modal daeruh yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini
dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas
pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan
lavanan informasi yang berkualitas,

- Penguturan Persaingun Usahadan jaringan mitra stralegis investasi dan
penanaman modal.

Mengingat persaingan usaha merupakan luktor penting dari iklim

penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

u. Pemerintah  Kabupaten Barilo Selatan diharupkan menctapkan
pengaturan  persaingan usaha yang schat (level playing field),
sehingga menjamin adunya kepastian kesempatan berusaha yang



sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia
usaha dapat tumbuh dan berkembang secara schat, serta dapat
menghindari pemusatan kekuatan ckonomi pada perorangan atau
welompok lertentu.

b. Pemerintuh Kabupaten Barito Selatun diharapkan meningkatkan
pengawasan dan penindakan terhadup  kegintan-kegiatan yang
bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang
merugikan, pembagian wilavah dagang, dan strategi penetapan harga
barang yung mematikan pesaing.

c. Lembaga pengawas persaingan usaha vang telah dibentuk
Pemerintah  Kabupaten Barito  Selatan  terus mengikuti
perkembangan terakhir praktek-praktck persaingan usaha, termasuk
komplcksitas praktek dan aiuran persaingan usaha di negara lain.

Sebaguimana telah dijelaskan diutas, bahwa ketentuan DNl selain
merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan
salah satu instrumen peraturan perundang-undangan vang digunakan
vleh Pemerinluh Kabupaten Barito Sclatan dalam rangka pengaturan
persaingan usaha vang sehat di aspek hulu.

Mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di
daerah setempat, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat
segera melakukan langkah- langkah pemantauan kegiatan penanaman
modal, pembinsan serta pengawasan dalam rangka memastikan
pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang lelah
diberikan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas
sumberdayn pada BPM-PPTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan,
dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan. BPM-PPTSP
diharapkan juga mampu meningkatkan perannya scbagai pemberi
bantuan teknis (technical assistance) uniuk memfasilitusi dan
membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan
penanaman modal di lokasi hingea dapat direalisasikan.

- Pengaturan kegiatun investasi dan penanaman modal yang slrategis
dan berkualitas, dengan menekankan pada hubungan industrialisasi
yang schat dalam penanaman modal,



Hubungan industrial wyang sehat dalam penanaman modal
dimaksudkan untuk mendukung pengembangun sumberdaya manusia
di Kabupaten Barito Selatan, oleh sebab itu diperlukan:

a. Penetapan  kebyokan yang mendorong perusahaan  unmk
memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan
keahlian bagi para pckerja.

b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolekiif

yvang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusahsa, yang dilandasi
prinsip itikad baik (code of good faith).
Salah satu esensi adanya kegialan penanaman modal adalah dalam
rangka penyerapan lenaga kerja. Untuk itg, Pemerintah Kabupaten
Banto Selatan meclakukan upaya-upava dalum rungka menjamin
kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di
Kabupalen Barito Selatan sesuai perizinan yang telah diberikan
tanpa mencederai pemenuhan hak burub/pekerja, baik terkait
upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan
yang dapat menunjang pclaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain
itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan scbagai kepanjangan
rangan Pemerintah  Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah,
melakukan berbagai upaya teknis vang sifatnyva preventif guna
menjaga dan menjamin lerselenggaranya hubungan yang harmonis
antarn Pemerntah Pusat, Pemerintah Dacrah, pengusaha,
buruh/pekega, dan  serikat  buruh/pekerja, dengan lelap
mengedepankan musyawarah mufakat scbagai karakteristik, asas
dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung
tingg.

4.3.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang
atau scktor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
perlu  merumuskan strategi dan  kebijakan dalam upaya mendorong
pemerataan pembangunan ckonomi di Kecamatan [aspek spasial), melalui
penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dacrah masing-masing. Arah kebijakan untuk
mendorong persebaran penanaman modal adalah:



1.Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, melalui pengembangan sector-

seklor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan petensi unggulan
daersh Kabupalen Barito Selatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mclakukan upaya dan
mercalisasikan  pengembangan  pusal-pusat  ekonomi  baru  sesuai
karakteristik Kecamatan (Spasinl) musing-masing, Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan melakukan upaya mengembangkan pusat-pusatl ekonomi
baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah
tersebur.  Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas
infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses
produksi untuk menghasilkan output ekonomi

- Pengembangan pusat-pusat perrumbuhan stralegis.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis antara lain dengan pola
pendekatan kawasan strategis Kabupalen Barito Selatan, Salah satu strategi
Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan
modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan
pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kabupaten Barile Selatan,
lerutama yang berada di luar kawasan maju, scsuai kewenangannya dapat
mengusulkan scktor- sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat
dipertimbangkan untuk mendapatkan (asilitas fiskal penanaman modal.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewenangunnya, dalam rangka
mengembangkan  potensi  sektor  unggulan/prioritas  daerah  di
Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapul memberikan
insentil dan/atau kemudahan penanaman modal di dacrah, Pemberian
insentil dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman
pada PP. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Dacrah dalam peluksanaannya
serta ketentuan teknis pelaksansannya.

- Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan

terbarukan,

Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan
terburukan di Kabupaten Barito Selatan dapat mendorong pemerataan
penanaman modal di Seluruh Kabupaten Barito Selutan, Khususnva
kawasun yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dapat
dilukukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan
jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.



Sampal saat i, Kabupaten Barito Selatan belum memiliki dasar/referensi
keberadaan potensi ecncrgi baru dan terbarukan yang ada di wilayah
Kabupaten Barito Selatan.

4. Permnberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentf penanaman modal vang
mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.

a. Salah satu stratcgi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan unluk menarik
minal penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan
tertentu dengan menggunakan instrumcen kebijakan pemberian fasilitas
dan mnsentif, Pemerintah Kabupaten Barito Sclatan, terutama yang berada
di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-
sektor unggulan/prioritus daerah agar dapat dipertimbangkan untuk
mendapatkan fasilitas fiskal pecnanaman maodal.

b. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewenangannya, dalam
rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah i
Kecamalan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan
insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian
insentil dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman
pada PP, Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di  Dacrah  dalam
pelaksanaannya serta ketentuan leknis peluksanaannya.

5. Percepatan pembangunan infrasirukiur perkotann dengan menembangkan
pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan
dengan rencana penanaman modal uniuk sektor tertentu yang strategis .

d. Rabupaten Barito Selatan harus terus berinovasi untuk inventarisasi
berbagai proyck infrastruktur vang akan ditawarkan dengan
menggunakan skema KPS dan Non KPS yang terkait langsung dalam
proscs produksi dan penciptaan dampak berganda [multiplier effect)
kegiatan ekonomi di daerah.

b. Pemenntah Kabupaten Barito Selalan memetakan rencana pembangunan
infrastruktur yang stratcgis sebagai prioritas daerah untuk segera
dibangun terutama guna mendukung pelaksansan kegiatan penanaman
medal.

c. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan melibatkan  seluruh

pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penviapan dokumen
perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan /prioritas daerah



yvang diintegrasikan dengun komitmen dukungan infrastruktur, jaminan
pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait
penanggungan resiko, lasililas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen
perencanaan penanaman modal daerah tersebut menjadi  acuan
penyusunan dokumen promoesi bidang- bidang usaha yang siap untuk
dituwarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

4.3.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

1) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing
komoditi dilakukun untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan;
{ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (il mengurangi
ketergantungan impor dan swusembada kedclai; {iv) swasembada gula
berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan
komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dun peningkatan
produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan

untuk ckspor,

Aruh kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah
sehagai berikut:

a. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (food estate) diarahkan
pada dacrah-dacrah tertentu yang lahannya masih layak, dengan tetap
memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.

b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif pcnanaman modal yang
promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan vsaha, peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana budiduya dan pasca panen yang lavak,
dan ketersediaan infrastrukour.

¢. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong
pengembangan klaster industri agribisnis di daerah- dacrah yang memiliki
potensi bahan baku produk pangan.

. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif
produk pangan.

e.. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional,
antara lain perdagangan industri pupuk dan benih,



[. Pengembangan kerjasama dacrah dalum menyediakan bahan pangan,

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menetapkan sektor
unggulan/prioritas daerah scsuai potensi dan karakteristik dacrah, dalam
rencana  pengembangan sekior unggulan/prioritas  daerah  tersebut,
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap memperhatikan ketahanan
pangan daemahnya, dengan memperiahankan lahan-lahan produktif vang elah
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikut dukungan
dukumen perencanaan lainnyva.

2} Infrastruktuar

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah saru faktor kunei dalam
rangka menstimulasi pertumbuhan ekonumi, baik dalam jungka pendek
melalui penciptaan lapangan pekerjaan scktor konstruksi, serta Jjangka
menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan cfisiensi dan
produktifitas kegiatan usaha penanaman modal, Pengembangan infrastrukiur
dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada scktor
terschbut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana PEnanaman
mudal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-
Swasta, maupun ovleh swasta,

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah
sebagai berikut:
a. Oplmalisasi kapasilas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah
tersedia,

b. Pengembangan infrastruklur baru dan perluasan layanan infrastruktur
sesual strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

e. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai
dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan nya.

d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang
berkembang dan belum berkembang,

e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS,

[. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan mfrastrukour,

anlara  lain  perdagungan barang-barang pendukung pengembangan
konsiruksi.



Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menetapkan sektor
unggulan/ prioritas daerah sesuai polensi dan karakteristik daerahnya. Dalam
rencana  pengembangan sekior unggulan/prioritas  dacrah  tersebut,
Pemerintah Kabupalen Barito Selatan memperhatikan rencana penvedioun
mfrasirukiur pendukung sektor unggulan/ prioritas daerah tersebut.

3) Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi
melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu,
pertumbuhan ckonomi sangat terganiung pula pada faktor dukungan
ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasckan,
stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperniehnya. Menyadari
urgensitas perlunya keseimbangan antarn pasokan dan permintaan
sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energ
adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum
dioplimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya
schagai bahan baku industri di dalam Kabupaten Barito Sclatan dan Provinsi
halimantan Tengah, scrta (i) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor
sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain
minyak bumi. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi
adalah sebagai benkut:

a. Oplimulisasi potensi dan sumber encergi baru dan terbarukan serla

mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk  memenuhi
kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Barito Selatan.,

b.Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dun terbarukan untuk
mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam
pengeloluan energ.

¢. Pengurangan energi fosil untuk ala! transportasi, listrik, dan industri

dengan subtitusi dengan menggunakon energi baru dan terbarukan
{renewable energy atau rekayasa transportasi).

d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta
dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruliour energl, khususnya
bagi sumber energi baru dan terbarukan,

e. Pengembangan scktor strategis pendukung sekior energi, antara lain:
perdagangan produk industri transportasi, mesin dan pipsa.



Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan scktor
unggulan/prioritas sesuni dengan potensi dan karakteristiknya. Dalam
rencana pengembangan  sekltor unggulan/prioritas  dacrah  tersebut,
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap memperhatikan rencana
penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor
ungpulan f prioritas daerah tersebut.

Untuk it penanaman modal pada ke dua komoditas ini, sangatlah
diharapkan, scbab memiliki manfuat (benefit] yang besar bagi kelangsungan
hidup masyuarakat, lokal, regional, maupun nasional. Schingga penanam
modal komoditas ini mendapat perhatian istimewa melalui paket fasilitas,
kemudahan, dan alau insenf,

liad yang serupa juga terjadi pada investasi dibidang infrastruktur,
dimana investasi di bidang ini umumnya tidak didasarkan pada pendekatan
ekonomi jangka pendek dan menengah. Scbab bidang infrastrukiur bukanlah
komoditas ckonomi seuluhnya. Namun dengan pertimbangan manfaatnya
vang mampu meningkatkan mobilitas aktivitas ekonomi lainnya, membualt
bidang infrastruktur menjadi sangat penting bagi daya saing sebuah wilayah,
Oleh karena ilu, mengingat manfaatnya vang besar, maka aktivitas invesiasi
dibidang infrastrukiur juga mendapat perhatian istimews melalui paket
fasilitas, kemudahan, dan atau insentil,

4.3.4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menginisiasi kerjasama
dengan pelaku usaha, mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan
munculnya kegiatan penanaman modal di  sckior pionesr  yang
memperkenalkan mesin dengan teknologi baru, ramah encrgi dan lingkungan,
mengedepankan inovasi dan peneliian dan pengembangan dalam rangks
upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan
efisiensi penggunaan cnergi.

Kebijakan Encrgi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5
Tahun 2006, lelah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan
terbarukan menjadi lehih dari 80% pada tahun 2025. Encrgi baru adalah
energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dar encrgi
terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain:  hidrogen, coal bed
methane, batubara vang dicairkan (liquefied coal), batubara vang dipaskan



(gasified coal), dan nubklir, sedangkan energi terbarukun adalah sumber cnergi

yang dihasilkan dard sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis

dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, untara lain: panas bumi,
bahan bakar nabati (biofuel], uliran air sungai, panas surya, angin, biomassa,
biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Selama ini keberhasilan pernbangunan sering dinilai dari aspek sosial,
ekonomi, dan infrastrukiur saja, sedangkan aspek lingkungan masih belum
menjadi tolak ukur utama kinerja pemerintahan. Sementara itu, disaat yang
bersamaan, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi salah satu
komponen bargaining di pasar global. Artinva, secarn tidak langsung harus
udd yang menanggung biava ekonomi atus terganggunya dava dukung dan
daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejclasan siapa
yang menanggung biaya pemulihannya. Untuk ilu, RUMP Kabupaten Barito
Selatan ini mengarahkan agar dokumen KLHS dan SLHD dapat dijadikan
rujukan uniuk me® mirigasi® investasi dalum bentuk KRP {Kebijakan Rencana
dan Program).Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan
(Green fnuestment) adalah:

L. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu
strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas
investasi dan penanaman modal,

2. Menentukan wilayah vang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu
strategis sehagai Fokus Pembangunun wilayah Kabupaten Barilo Selatan
yang sejalun RUTR Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

J. Sinergl dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup,
khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahun
kerusakan keanckaragaman hayali.,

4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah
lingkungan sccara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;

5. Pengembangan wilayah vang memperhatikan tats ruang dan daya dulaing
linghungan.



4.3.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil, Mcnengah, dan Koperasi
([UMKME])

Sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegialan penanaman modal
disamping scbagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi,
juga digunakan scbagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka
meningkatkan duya saing indusiri perckonomian nasional, regional, lokul,
yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil, Menengah dan
Koperasi (UMKMK).

Arah kebijukan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 [duaj
stralegi besar, yakni: 1). Strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong
usaha vang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala
yang lebin besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian
menjadi usaha menengah, dan puda akhirnya menjadi usaha berskala besar.
-2). Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan
(kerjasamal antara dua pihak atau lebih pelaku uvsaha, berdasarkan
kesctarnan, keterbukaan dan saling menguntungkan {memberikan manfaat)
sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku  usaha dalam
berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan vang memiliki
skala usaha lebih kecil mampu menembus pasur dan jaringan kerjasama
produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan
pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi
semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (lingkage) antara
usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.:Dengan demikian
yang menjadi arah kebijkan vang mendorong pemberdayaan UMKM adalah
1. Kebijakan dasar investusi dan penanaman modal diarahkan pada

pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Koperasi (UMKME).

4. Pemberdayaan UMKMK harus ditunjang oleh pembangunan pada scktor
primer, sekunder, dan tersicr menuju pengembangan ekonomi hijau {gzreen
economy),

3. Memperkuut kewirausahaan dun peningkatan produktivitas vang respansif
dan adaptil terhadap kcbutuhan pasar, pemanfuatan hasil inovasi dan
penerapan teknologi.

4. Mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar.

5. Memperkuat keterkaitan UMKMK dengan mitra strategis dalam berbagai
bidang usaha.



4.3.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/alau insentif pennnaman modal
didasarkan padu pertimbangan eksternal dan internal, Pertimbangan eksternal
meliputi: strategi pesaingan (lokal, regional, nastonal, internasional); intensitas
persaingan merebul penanaman modal dari luar (Foreign Direct Investment)
dan dalam negeri; prakick terbaik secara internasional {international best
practices); serta komitmen internasional. Sedangkan perimbangan intcrnal
vang perlu diperhatikan  diantaranya:  strategi/kebijakan  pembangunan
ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangun wilavah; tujuan pemberian
lusilitas, kemudahan dan/alau inscnfif penanaman modal;
pengaruh/keterkaitan  sekior  yang  bersangkutan dengan  scktor  lain,
besarannya secara ckonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan
kebijakan lerkait; serta tujuan pembangunan yang berkclanjutan. Adapun
prinsip-prinsip dasar penctapan kebijjukan pemberian [asilitas, kemudahan
danfatau insentifl penanaman modal adaluh elisiensi administrasi, efckri,
scderhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi {analisis
keuntungan dan kerugian), serta adanva jangka waktu.

Fenetapan  pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif
penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha
antara lain: kegiatan penanaman modal vang melakukan industd pionir;
kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan
penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerjn; kegiatan PCRANAMEn
modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegistun penanaman
modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada
di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau duerah lain
yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yung menjaga kelesturian
lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kcgiaran
penelitiun, pengembangon, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang
bermitra dengaen UMKMK;  serta  kegiatan penanaman muodal yang
menggunakan barang modal dalam negeri.

Arah kebijakan pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif
penanaman modal, merupakan upays menciptakan iklim investasi yang
menank dan berdaya saing. Agar pemberian fasilitas, kemudahan dan atau
insentif efektive dan lepat sasaran, maka disusunlah berbagai macam kriteria
penanam modal yang berhak memperoleh dukungan fasilitas {selain vang telah



ditetnpkan diatas), kemudahun dan atau insentif, Dimana kriteria pemberian
fasilitas, kemudahan, dan atay insentif {rambuhan} terbagi menjadi beberapa
kriteria seperti; 1. kriteria wilayah (maju, berkembang, terlinggal) 2. kriteria
aktivitas/sektor/ komoditas  (pangan, energi, infrastrukiur, penelitian,
pengembangan inovasi) 3. kriteria potensi dampak/manfaat (lingkungan,
penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi). Dengan
demikian yang menjadi arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan
inscntif penanaman modal adalah ;

1. Pemberian Insentif dan sangksi uniuk mendorong daya saing dan iklim yang
kondusil untuk berinvestasi.

2, Pemberian  fasilitas, kemudahan, danfatau  insentif investasi  dan
penanaman modal diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tingei.

3. Pemberian  fasilitas, kemudahan, dan/atay  insentil investasi  dan
penanaman modal yang mendorong upaya-upava pelestarian lingkungan
hidup,

% Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan
kemudahan lainnva,

5. Fasililas inscntif dan kemudahan dari dacrah (PP NO. 45 TAHUN 2008 :

a} PTSP di bidang penanaman modal.

b) Sistem Pelaynnan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
¢} Pengurangan, keringanan, alau pembebasan pajak daerah.

d) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
¢] Pemberian dana stimulan; dan/atlau

f) Pemberian bantuan modal,

gl Penyediaun data dan informasi peluang penanaman modal,

h} Penyediaan sarana dan prasarana.

i) Penyediaan lahan atau lokasi,

Jl Pemberian bantuan teknis; dan/atau

k) Percepatan pemberian perizinan,



4.3.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang saling berkaitan dan
saling mempengaruhi, sehingga seuap tahapan kegiatannva akan
mempengaruhi kegiatan pada tehap berikutnya. Arah kebijakan promosi ini,
lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pada sctiap tahapan proscs
promosi.  Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menginisiasi melakukan
langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatken koordinasi terkait
penguatan citra (image building) daerah scbagai duerah tujuan PETIATIATTIAT
modal yang kondusil dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman
modal di sektor unggulan/prioritas dacrah. Hal ini dapat dilakukan dengan
berbagai cara, antara luin; market sounding, promosi penanaman modal
melalui media cetak dan elekironik, talk-show penanaman modal, prumosi
sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain, Arah kcbijakan
promosi penanaman modal adalah:

1. Promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan
peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. Penguatan image building schagai daerah tujuan penanaman modal.

3. Pengembangan strategi promosi yang lebih (okus, terarah dan inovatif

4. Regiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian targel investasi vang
telah ditetapkan.

3. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal,

6. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi sccara proaktif



BAB V

PETA PANDUAN

[ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM
KABUPATEN BARITO SELATAN

LAMPIRAN 1. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BARITO SELATAN

Wil
My parakut

* Mewsjadkan Dacrak Tufiuan fwvestasi Yomg Porcnsial don Berdaya Sming Tinggi Mensiu g

Misi

1. Tata kebola perianaman modal vang cepar dan transparsn,
1. Informasi invesiasi yang real dan prospescif,

1 Menciptakan ficim invesiasi kondusif.
#.mmmmmﬂm.mmﬂmm
3. Mewgjudkan pemaniistan potonsi sumber daya fokal.

| & Mendorong lumbuhaya kewirsusahaan masyarakat, :
i
[ Faweus |
Pengembangan Iaiggha Pemiai | innghas Menengah langia Panjang
Penanamas HFLS-T0LG B ?-p030 - 103s
Modasl
1 3 3 4 5 1-
L | Bidarg Fangan | 1 Penguatan kebuiuhan L Pemenuhen kebutuhan pangan 1. Uitk pertaruan dam
PaTEE FECATE Mandin bag gecicd caevah tercubupl dan Tamamen pEngan sebagal
sliap daerah waliap ey acisken stock bagl WpEyE PemEnul eouTuhar
LI, babutuban secars kabupaten, pelri e niagaoial,

1. Membuks sreal bary lshan |2, Cericiahaan dakam pengaluan 1. Penghatan kugditas das ,
partanian |y bensifikgsi), irvestasl ol bideng rarana kumntitas i hatil pangan
dan meningatian ntarsites | pendubung pertanian dan BN pertanian dengon

f EAnman, paRgan, atandiv yang diakur pecana

3 Memanfaatican lshan lehen 3 Mencutak prbaican dan nagional |
barawa ot lahah tidak pencetshan ares srwah bany 3. Mercrt lumbung pangan |
prosdulktif, marhonag dar memiliki |

A, Perdontuan gawsh b orentay shipor pangen I

kriuar
Bidang L Peninghatan uslitas S0M | 1. Peringkatan ystem perianian 1. Menjadikan produk hili '
Perkebunsn sektor Perupbunan Berheianjutan yang berhasis hasil perkgbunan '
| 1 Peningkatan Temalog: surnherdaya iokal L Pavingkatan produksi das |
pertnian/ perhpbunan tepat | 2. Peningkaten produks dan Erodiciivites taneman
R, Produlnifitss hasl pereabunss perkebunan berkeld erjutan

3. Paningatan prochaoi |3 Paninghatar oroduis: dan
Tindmn D rehungn | phaluhvitan TAnEman

oMU bung peranganan ket berbeianjutan,
picE paen, pemiiinaan 4. Pengembangan komoditas
usahin din perkndungan pErkstiunan
e b . 5. Fasilitasi penpembengan

5. Manduking pengembengan Invemitas) uishe perieiumen
indlumtrl perpoLnan prodie G. Pengembangan dulungan
pafitbunaen, tertuitian el epeiolase S0A dan

& Mannghathan kelemoagann bnghungan redup,

2172 TR T. Penguaten belembagasn

! Pengotaben, prormos] dan pekebun dan ksenitsaan ussha
cemasaran hasll produsi nrhhumg.
oot g oy B Dulurgan terhadep optiralizas

pemanfastan sember daya slam
dan Enghungan bldup i
4. MPenirgirtan dukimgan |
terhadap pambanginan sistem
1 betakanan tan
3 | Bidang L Fedgemasngen karmampoan 1. Perymunan Master Man wesie 1 Pembangunsn imprasiyukts
KU tekma dan sdminisiresi WRET PR RILER sdwanan pefurkang per bamgunan
ApRTEr Futan dan kewenangan REPUTETEA 0N pendukoeng
1 “abupaten Upays pengenbangan hutan. |




7. Fenatasgunash kiwisan | 2. Mempercepst den mendukung (1 Implemantas pemantaatan
hutar secars sistematik dad | percepatan pemdeniubbn 430 kawasan hutan dalam
tarkoansingsl perguaian kelermbagoan | menduung ketananan

3. Mangembanguen den L penpeiginan huten & Gngeal pengan, S den pnieg _
rrsTRgerh Bl kel emiagRan tapak (KPH) 3 Mendulung promost produk-
yarg berkaitan dengsh 1 implemeniasl pnfid vk A3
kegitan renabllines: haisn hawaisn Rulks desm 4. Impiernaniasi prameyi/
dap Jshan yEng msngiut mendukyng betahanan pangan, pemaiaian iermaiue ;

| SErLEIA DEIAN P d alr dan enexgi. ponyuSUnEn pete inestas |
| slakehalders 4. Mendubung promigsi produle fasa finghungan gan wisats
i 4. Mpmparcapat dan praduk ey warn
rprduiung pErcEpEiEm 5 Ienplernaritas peomosl | 5 Mendukung palibatan pinak
parbiontushad dan PErmALETER DEELK waskn dalam maninga tan
pengUaLEn kdiembagaan EEPPUMINET PETS IMEytas s HHEH,
pargeicizan hutan di iegial fngunganc dan wesata alam. €. mplemertas deragelalan
tapak (EFH). B. Mandukisng pelibutan sinak Imliastr] dan perdagangan
| WAt dalam marengiathan teasik mutan fndak ey
HAHBE, Erkartan dengen regalas
Higtan Rakysti,
& | Bidang 1. Peninghatan kuaiitas 500 | 1 Meninghatian Produks Hasil LMeningkatiin kémitrass anta®
Peternakan pade sektor peter nakan Peternaan melaiul berbagal kebammok patarmak dengan
1. Pembebdtan L¥han ebagsl PIACA PR pold Btau sldenoider terkait.
rerorp L U TR ey, 7. Penmghstan begiatan
ponyediaen ahan bagl 1. Membarikan imentil papejakan peoneitian dan merngkatkan
IPVESIOr Vang akar bt brveRtr yang kualitay produk petermsken
migngembangksn nierigembanghsn peternakan yang beibasis Isanciogi dan
petarrakan dan indusin dlan mendivikan indust inouaki
peterrakan di Barsel pengolahan produk petermakan. |3, Meningsaten Pencagsban dan
i Peningkatan keginlen 1 Menlnghathan Pongeganan dan Prranggulargen Fermywsil
penslitien din Penanggulangan Peryakit Temak.
| merengesthsn hualitas k., 4 Meninguatian Produlsl Hel
parndull pater akan yang 4. Fasca Panan dan Peninglatan Peawrnakan mwlslui berbagsl
berbasin tebnolog: Pesrvasanan il Produlksl meackn pengemnbangan pola
4. menlngkatkan Produl Rasll jetar rakan yang berdaya saing #ti Mo pEbermnaan
Prrternaban melalul & Peninghatan Prodyks| 5. Beninghaikan promosd
pragam rsgrasd sagl Petssnaknn meisul kepetan tethadap petuang
smast, sEnitra pelernakan penelitan dan meninghatisn pEngembEngEr tektor
syt pengembsngen mualitas produll perernakan vang pEtEr Aakan dhif peradinan
. imwasan, Runch, Budideys berbasis teknologi dan Inowasl. | industr| pengolshan procuk
! wﬁnw Miepanghalben romos terheday | petefnakan di kdteng.
Hijauan Pakan termsk. peluang penpeniangan sellsr |G Menlsgatksn Produiel Hasil

5 Meningkathan Pancigshan preternEkan dan pandrian PEleniskan yang b basis |
dai Penanpgulangan irghustri pengolahan produe T IBEA . i

| Peryaklt termak peterrakan & Barsel.

7. Memibssiken msentii perpajakan |
| bag mvestor yang !
| g bengian paternaken |
r dham e il iredunn |

w-rrmu!_ﬂ“ i
[ 5 | Boeng L Fenmghatan SOM wsktar 1. Peminghatan dvarsifikasi produk | 1 Peningkatan sverifilas
| Patiesn prerilisnan by an ndustr parkanen dengan | produb indhistr perikanan |

| | Largeap. | sk Bk dar: perieanar, argan bahan ek dar

i Mamipsbisn peayedeen i l'mh"hnmuimh-m P TanEn.

i, e 2 Penirgharan tokraing |
' yang akan mendiricen 3, meﬂm eidaya ikan,
‘ indeiwiri pengodahen oroduk budidaya minrya yang memilkl | 3 Peningiaten keglatan |
parikansn oudidaya dan Pt wriluk dikambangian, pirglitian dan meningietian |
' aan o Naidlitas peodul porikanen |



1

'3 Promosi terhadap peussg sntars laen sepert Saluang. budhicaya dan nghap "'""'_i
pEnairiee it galns, puraml, aatin dan lpbe berbasls teknoiogh den |
| pengofahan produk 4 Meningkatkan pengaaasan IPadeigi
pertaaran buidsdaye dev lingaungan terhadep kegiatan | 8 Peninghatan dversfiay |
pekan dan serts sakion Fengembangsn sektar perikanan provcul indREtrl pesikanan
4. Peninghatan begiataen 5. Peningkaran keglithn poneitian perikanan,
perelitian dan meningkatien | dan meningcabkan kealitas 5. Penirgatsn sarana |
kiaitag produk perkanan prodis peikanan buchdaye din Prasarang pevanghapan
tudidaya vang berbasks targkapy yang bevoasis iebrodag | dkan,
{ - tekredogl dan inovasl, { el 6. Panringkatan deceraificas
5, Meminghatien prodroi ili Penimglatas tekealng produb induitr porikansn
tevhodep peluang PEANGEADED . dengan cehan baky duil
mendekan parikanan 7. Peninghatan sararns prasadang Berikanan.
budidiys. pEnangihpan fican, 7. Peninglatan teknalagl
. Meningiatkan kusltas budidsya kan,
pelmvanan dan perizicnen bag B Paraghatan kegatan
AR pang aen penelian dam meronghetian
| menznamban modal pade | kuaidas praduk gerikanar
peictor perkanan WAgkap. buskcaya dan tenghap vang
7. Mertasiites peryedisan berbasts teknolol gen |
Y kihvan b ireestor yamg e 1
akian mendashan mdusin B Peningisisn diversifikas|
pengolahan produk produl industr perikanan
peTEN SN tanghap, dangen bshen boke darl
& Peningkatan teknalog perkanan,
penangkepdn kan, 10 Peninglatan sarana dan
Arasarana pensngkapan
U,
Budang L. Pembinsan dan pengiwasan | 1 Mempersiapkan bebiiakan dan L. Menuienkan proses
Pormamabang.s bidang perambangan dan parinduripan terladag hasd perambangan dengan
dan Energi kedatriban | slem dan tambeng. memgerhatihan kavwason |
i Pembiraan usshs migss { 1. Pembengunan serana-sefana agar titak Dercsm
1 Pemanfoatan sumber daya penduiung sepert ekiglorns, karuglen Bagi Ingoangan. !
tambang Eaban mingral dan FERCENE Bfghutan pav kerels Frases tersesu dilskykan
banan galian golongan £ A, preianteu e s dengan satem bertubun dan I
dergan bk, pelanianasn o ddakokan manitoning yang Baik agar
4, Pangolahen kandusgen dengan pofs kerjdeama, tdak mengakibatian
yang redit i bessr dan 1 Pengefolaan usabe harus by issHkan Dnghungan.
potendlal untuk ditakuban dengan Teoal $8)0u L Pala ketjasirns dengan
| diembarghan wecars bebih il el i g, phslrtas Swaaitafineestar agsr dapat
miadirr, Untuk fujusen yang hilmiga pasca penambangnn miembwks Dpsngen keris
dapat menghasdian nila dem| mempertaharian / 0l g pevtambangan |
i e14pae untuk meninghation | menjaga kuslitas finghungan. | 1 Upsya pengolahan tambang |
| Perafapatan Al dasrsh "4, Meringkatian ketsharan srergl it Mg kathan
pFAD]. yang bsrub din skonomiz urtul pendapatan asii dasrak
5. Pengolohan Perrm b indusstr) s g, ndustri negarh Greafeasion.
kebutuhan secars iokel dan besar dan wranspartasl 4.Peningkatan produldivitas
deerah dergan 5 Merrenufy Kebuturan kstrik kegiatan ugara |
P AN an yeng barkualitas, hijau dan perlarmbangan dan
kE@ngiungan aiam, terfangkas kepada seurish oenggalian meliathan
&, Tarciptanya bevbagai lmpigan masyarail lingga ke Musyarabd! cingsn pola
sumiber gneng: alternat | pedalaman, balk wntuk PETTTOINgaNn.
yang musih Bagl rrsdemegmiile bebartihan nanah 5 Secara terbainn dapat
Mmisysrakat yang woana vangga, indusini Kexil Mensngah mmmisiy keperiuan
i mandirl dan dapat bahhan industri Besar. konsumsi daevah lin dengan
{ imenliaang teglatan E inclustriafisas! batu garniping, P TLErELAN R
SaroTi. haret dan sawit | Pkl ahy,




=
|

7 | Bidang
Indtiagtr ulbctur

|

[ 1 Menijariin & pngr senti a0 | 1-Menenghatcan Kerjasams | 1. Meninghaihan dan memouks |
frrfrastruiciur dasar untuh Pemenntah dan fussta (KPS | pembanguman infrastruitur
meniku) peningatan dalam pembangunan s dadrah perekanomim
uepejaneran deerah, infraserudtur. | yang beno den berkusfiza

& Maningesthan kusntitss dan | 2 Perencanann kebiduran i pardn witpah-winyah
hualitas berbaga sarsns dhn | infrasitrokbier hanug dilalukan perkamplngan, sEntre-serta
PrassEng panunjang riglashys looem bunal §ivtars | produksi den pusat-pusat

| pemismngonan daerah; peremncangan yang digagas ! pertumbe hen bare secars

3. Pemberalan pelayanan pemmenngah pusal cengan wang veimbang, sebes dan seras),
sarana dun prasarana digagss pemerintah doersh. i Penyeshaan infrastnbiur
indragtrubtun teiual Standar | §.Pembangunan dan Pevandsaian harus mampkratiat awps
Pelayaman Winimuam [SPL]. ieanchag mfarmasi dan kgbertanjuian, Pembengursn

4, Mendubiung peningctan ko Murihall spbaga perdukun g nbrastrultu haras
aya Lping sektor Al gan rerekonomian daerat. menper hatikan aspsk
AT I M Pl b 4 Metvyrankan safana ntragtoukne b lamjuton, sehogus
Ahseshiflas mavyarakat ¥Rig mandudiing pasAgkatan daiamn jagin panjang
trviaap it pelayinan dan periunbuhan ekenomi kmberadaan infrastrukiur
Sarane con BTASITATA. daeral, tdak menyebabien berutsion |

5. Mengemin dhass masgeracat | 5, Melanjutkan pelakasnasn dugl brigkurgen
terhdasa jaia kegiatan brack strategy datam A, Meryamin kelencaran
nfrasstrubiig dengsn pesmcban ganan | rastrulcur. distribusd barang jesa dan
Eniryeling Dartuan ok fi. MiFchnnme peryedianm e porman) wAitule
pengelaiaen infrasuctar Irtrastruktur harus meninghatican daya waing
berbas wasyarakit mandasarken pads pringig- produl nesional. Percepatan

(6. Parisgsan jangkausr grinsip skumbilizes, pembangunan infrac s
pelwyanan infrastruktur dan | transparans, sar | eidserah gura mendukung
pempediaan brfrastruktur merpertiEtiken aspek efsem  peningkatan esejahersan
yang murah, handal dan G RepdEan. rdkpa
et L justaarn, whan, T beovharisan wubael ek |
menurunikan bisye produksl | infregtrukiy
thamn cliyky ibarsl,

7. Penimpeatan kinsti
infrastiukiur dan
dilaksanakan parmantauan
yang bherkalanjutar

__ teviadag Wnerjanya, =

1, Promosl wisara lerutama Pemiberddvaan masvarahad L Memiberikan jpimman
wisata alam yang berupa daeral sebitar pariwisata guna weamanen dan belensngan

whiata hugan arau cagel méningkatkan ketsjabterpan | bagl waatawaen.
alam diiokubon secars dnr ot menpgs keadpg o | 2 Mempersiachan lokey nosata
bt in. At Proengpdi lujisn Gestinasd

1. Pengenalen dan Pembinaan, pangewasan dan nisianel dan intemasonal

PEBMEERER indormasl
caprgh wisala el
mecha, badan uiehs, dan
PETHELINTEN daerah.

3, Pengolehan wizats
dilakzkan dengan back dan
pErgawaien sscary bdriala
i akukan




- L. parrr iy e, P syarakat
Periagangan | 1. Pengembangan sistern 1. Pengembangan ndustri L. Prgembengan kaster industr
dar induntri pendubung uiahs bag bmrbasis nilai famah berbasts surmberdaye yang

koperas dan UMEM 2. Peninghatan perfindungan ada o Garsel

2. Penirghatn ks btas konsumen dan pekgamnanan 1. Pemyebarin ssltor industd
kplermbagasn dan (== e LT ] Dt Dengetaran,
peEngembangan et i Pengembangan ndustr shala 3, Eeviasama kemitraan antara

3. Pengembangan setem besar. lemtnga keusngan dan sektor
penduiung wxaha bag 4 Pengembangsn SDM yerg industri yang berbask
kopératl dan LIMER mampu mangsiek induzii pengtaluan.

A, Pengembangan kawassn skaty besar, 4. Fembangunan perdangangan:
enchustrt koo den 5. Pengembangan pases skapor yorg berbiai pegetshusn.
menengah pesrcagangan kamodin

5 Panmngkatan kemampusn unggulan.
tekmolog mdustri.

6. Penyebarsn pembangunan
infrasturitur energh.

7. Pengemipangan setra
LT PR

& Pengembangan
perRUdangnn, tempat




BAB V1
PELAKSANAAN

Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan
direncanakan dengan berdasarkan strategi untuk peningkatan  iklim
penanaman modal dan sejalan dengan arah kebijakan penanaman modal.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 lentang Rencana
Umum Penanuman Modal yang menjadi tujuh arah kebijakan Penananman
modal di Kabupaten Barito Selatan yaitu sebagai berikut:

a, Perbaikan Iklim Penanaman Modal:

b. Persebaran Penanaman Modal:

c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrasurukour dan Eneryi;

d. Penunaman Modal vang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil, Menengah dan Koperusi (UMKME):
[. Pemberian Fasilitas, Kemudahun dan Insentil Penanaman Modal: dan
g. Promosi Penanaman Modal,

Adapun arah kebijkan dan strategi Penanaman Modal di Kabupaten
Barito Selatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut -

6.1. Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal
6.1.1, Strategi 1. Menjaga dan meningkatksn kondusifitas wilayah

Perkembangan dan pertumbuhan  investasi diKabupaten Barito
Selatan mengalami pertumbuhan investasi dari tahun ke (whun walaupun
menunjukkan angks yang tidak terlalu signifikan namun investasi
diKabupalen Barito Selatan tetap menunjukan adanya periumbuhan dan
penmgkatan. Perusahaan perusahaan yang berinvestasi diKabupalen
Barito Selatan sebagian besar bergerak dibidang pertambangan, dengan 15
perusshaan pemegang IUP eksplorasi dan 17 perusahaan pemepung [UP
produksi. Disamping perusahaan vang bergerak dibidang pertambangan,
perkebunan, kehutanan, pertanian, di scpanjang sungai barito juga
banyak terdapat terminal khusus (stock file) batu bara yang
pertambangannya berada di Kabupaten Murung Rays, Kabupaten Barito
Utara, Kabupaten Barilo Timur, kabupalen tabalong provinsi Kalimantan
selatan dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selaran,



Hal ini merupakan antisipasi oleh perusahaan pertambangan yang
berada dikabupaten murung raya dan kabupaten barito utara pada saat
debit air barito surut atau musim kemarau, schingga tongkang vang
menganghkut batu bara tidak bisa mencapal daerah huly sungai Barito
yang pada musim kemarau ldak dapat dilalui oleh wupal-kapal besar,
Semenlara untuk Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tubalong Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
melakukan pengiriman batu bara melalui sungai barilo mengingat ketiga
kabupaten tersebut tidak memiliki sungui besar vang dapat dilalui oleh
kapal kapal besar atau tongkang,
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Gambar 6.1
Pertumbuhan Invesiasi PMA/PMDN Kabupaten Barito Selatan

6.1.2. Strategi 2. Memudahkan Perijinan dan Kepastian Hukum

Dengan adanya perbaikan regulusi vang semakin mempermudah
proses dan menyederhanakan rentang waktu pelavanan investasi di
Indonesia. Di antaranys adalah:

@. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana wmum
Penanaman Modal,

b. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata
Cara Perijinan dan Non Prizinan Penanaman Modal:

e Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal;

Dengan demikian konsistensi dan implementasi daripada peraturan
tersebut lebih pasti, lebih cepal, dan membuat invesior semakin mudah
merealisasikan kegialannya.



6.1.3. Btrategi 3.Penyiapan Sumber Daya Manusia BebagaiTenaga Kerja

Isu yang menjadi perhatian di Kubupaten Barito Selatan adalah isu
terkait dengan kualitas dan pasokan tenaga kerja vang mendukung jenis
dan pola investasi vang ada. Kualitas lenaga kerja berpengaruh kepada
spesifikasi  kualifikasi yang  dibutuhkan  perusahaan. Karena arah
pembangunan sektor Kabupaten Barito Selatan ke depan adalah bersandar
pada sektor yang bisa diperbaharui irencwablel. Di antaranya adalah
sektor pertanion dalam arti laas, sektor indusini manufakiur berbahan
dasar pertanian {agroindustri), dan scktor jass-jasa dan perholelan, Maka
karaktcristik tenaga kerja yang memcnuhi luntutan pasar pada sektor-
sektor tersebul sangat penting,

Salah satu indikator pokok kualitas sumberdaya manusia adalith
pendidikan.  Pendidikan  merupakan  komponen penling  dalam
pengembangun wilayah yang bertumpu pada masvarakat lokal. Semakin
tinggi tingkal pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik
pula  kualitas sumberdaya manusianya. Semakin tinggi kualitas
sumberdaya manusia, semakin terbuka uniuk mencrima inovasi dan
perubahan yang tepat bagi pengembangan wilayahnya.

Menurut tingkar pendidikan, persentase penduduk berumur 10
tahun keatas di Kabupaten Barito Selutan, mayoritas berada di jenjang
tamat pendidikan sckoluh dasar (SD) yaitu sebesar 34,19 %, sedangkan
vang paling kecil jumlahnya adalah tamatan diploma/akademi yaitu
sebesar 1,91 % (tabel 6.1)

Tabel 6.1.
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Barito Selatan 2008 dan 2010

| k
— Lalki-
- Laled 4] hn;rm Jumlah [%]
Pendidikan i i J
2013 | 2014 | 2013 | 2014 2013 | 3014
1| Tidek/Deium 11291 1769 ' RIS [ 2464 | (4,72 | 2116
Tumat ST 1
2_| 8D a9 | 3.5 | 3477 | 31,90 | 37.20 | 3204
2 [ sLTP 21,093 | 21,18 | 17,78 | 20,02 | 1985 | 20,60
4 | SLTA 23.58 | 1989 | 2045 ' 1534 2201, 1761
5 Diplomaj Akedemi 107 130 | &.l15| Zos| 361 1,63
& | Lnivershan A0 | TAS| 271 | B15| 2060 | 680
b Tol 100 . 100 100 100| 100 | 100

Sumber :Barito Selatan Liatam Angka 2015
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Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Barito Selatan

Schagian besar (68,71%) penduduk produktif bekeria di sektor
pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah scktor Listrik,
Gas dan Air yaitu sebesar 0,36%. Dari kescluruhan penduduk Barito
Sclatan 53% berumur 15 tahun keatas yang merupakan penduduk usia
produktil secara ekonomis.Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk
yang bekerja, terlihat dari hampir 64% penduduk bekerja diberbagui
scktor. Berdasarkan jumlah pencari keda vang terdallar tercermin tidak
seimbungnya antara pencari kerja dan kesempatan kerju yang tersedin.
Rata-rata setiap tahunnyva tidak lebih dari 30% dari seluruh jumiah
pencan kerja terdafltar yang mendapat pekcrjaan, sisanys sckitar 70%
masih belum mendapal kesempatan.,

Gambar 6.3
Persentase Penducuk Menurut Lapangan Usaha D Kabupaten Barilo Selatan

Permusalahan pembangunan pemberdavaan perempuan dun anak
vanglerjadi sclama ini wdalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak
dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai benluk praktclk
diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnva mencakup
kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yung bersumber dari
ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat Partisipasi perempuan di
bidang pendidikan disajikan pada Tabel 6.2.



Tabel 6.2
Partisipasi Perempuan Di bidang Pendidikan

1

Perempuan  Jumlab %)
[

No. | Tingkat Pendidikan
- 2013 | 2014 | 2013 | 2014

1 ' Tidak/Delum Tumar 18,15 | 24,69 [ 18,72 | 21.T6 |

10

2 | 8D 34.77 | 31,90 | 37.20 | 3224
a [sLTe 1778 | 20.02 | 19.85 | 20,60
4 | SLTA 0451 1504 2201 ' 1TEL
| 5_| Diploma/Akademi | 8,15 204] a6l | 152
6 | Universitas 271 6,15 260| &80
Jumbah ool 100 | 100 100! 100

Sumber: Barsel Dalam Angka 2013 dan 2014
Peningkatan kualitas hidup dan peran  perempuan  serta
kesejahlervan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalum
upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pembangunan nasional selayaknya memberikan ulses vang memadai bagi
perempuan  dan anak untuk berpartisipast dalam pembangunan,
memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil
dalam  pruses pengendalian/kontrol  pembangunan. Selain ity
pembangunan nasional harus memcgang prinsip pemenuhan hak asasi
manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender serta hak-hak anak vang tidak terabaikan,

Tabel 6.3
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
: di Kabupaten Barito Selatan B
NO Kab. | Provinsi
Uradan Barsel | Kalteng
1 Jumish perempusn yang menempati jabatan eselon 11 2 11
2 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon 18 |35
1
'3 | Jumiak porempusn yang menempati jabutan esslon 446 667

v
; 4 Jumlah pekerja perempuan vang menempati jabatan 0
esclon V
Pekcrja perempuan di pemerintah 477 1.0A8
G Jumlsh pekeria perempuan 2705 | 58.789
7 Persentase pekerja perempuan i lembaga pemerntub | 17,63 1.85

Sumiwer  Badan Pomberdagann Peremgtaary, Anak dan K5 Pronsi Kulinaran Tengaf 2014



Kesctaraan dan keadilan gender merupakan hak  penduduk
perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik
dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun
berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender di Indonesis antara lain ditunjukkan
dengan meningkalnya akses dan partisipasi
pembangunan vang antara lain torcermin dalam angka persentase
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Tabel 6.3. Perbandingan
persentase perempuan di lembaga pemerintah, yvang dirinei menurut
kabuparen fkota dan provinsi disajikan dalam Tabel 6.4.

perempuan  dalam

Tabel 6.4
Persentase Pekerjn Perempuan di Lembaga Pemerintah
menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah

—— ;
Lembagn

No. Sikmpiton Tlhrli:r Jumlah pekerfa | - ﬁ,,'].' ,
1| Barito Utara TOR 7682 10.39
2 Palanpka Raya a551 5263 LT.47
3| Lamandau H76 S608 |5.62
4 Sukamars 4071 B189 .00
5 | Gunung Mas 1247 12395 10.06
6| Katingan 271 12783 212
7 Barito Selatan 477 2705 17.63
8 | Murung Rays ! 1135 14776 7 8
9 | Pulang Pisau ' 1462 3740 39.049
|10 | Kotawaringin Barat 749 1639 45.73
11 | Barita Timur 1840 23138 8.38
12 | Katawaringin Timur 2651 33531 7.01
13 | Seruvan GES 25744 255
' 14 | Kupuas 2804 9623 49.87
\ Jumlah 19,137 163.815 11.68

Sumnbwr : Hadan Pemberdugaan Perempuon, Anak dan KD Provins Kahananton Tengah, 2115

6.1.4. Strategi 5. Kepastian Lahan dan Usaha

Isu strategis yung juga menjadi faklor penghambat adalah kejelasan
slalus tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan
Kawasan Budidaya Kehulanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-
Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi di Kabupaten Barito Selatan
memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika
investasi berada pada lahapan implementasi, terkendala dengan status
kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur. Akibatnya investor
dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor vang luin vang
berminat menanamkan modalnva di Kabupaten Barilo Selatan.



Ketidakjelusan status labhan juga menimbulkan munculnyva kenflik sosial di
lapangan, misalnya pada kasus perkebunan sawit dan pertambangan. Ke
depan diperlukan adanya kepastian dalam perencanaan induk RTRW
(Rencana Tara Ruang Wilayah) di Kabupaten Barito Selatan vang dapat
menjadi landasan bagi RTRW di level Kaubupaten/Kota untuk menjelaskan
peta guna lahan jangka panjung ke investor vang berminal menanamkan
modalnya di dacrah ini.

Tabel 6.5
Rencann Kawasan Budidaya
o | KAWASAN BUDIDAYA Hektar |
Budidaya
1. | THutan Rakyat 42562 |
2. Hutan Produksi 190.1582.51
a. Hutsn Produksiterbatas 51,826,640
4, Hutan ProduksiKonversi 5. 180T
B, Permukiman 16,88
6. | Perkebunan 14.5481,07
7. Pu':amhnﬁnn a.194 39
a. Pertanian Lahern bersal 4.257.16
L9, Pertanian LahanKering , 2.,204.84
© 10, | Perternakan | 20.198,79
| —JUMLAH T 508.700,85 |

Sumber: Rancangan RTRWE Barito Selatan 2011 - 2031

Dilihat dari ketersedisa potensi wilayah untuk pengembangan
budidaya, seperti kawasan untuk huian produksi tersedia 190.142,65
hektar dan budidaya sekior perkebunan 145.481,07 hektar. Untuk sektor
pertambangan 2, 144,39 hektar dab pertanian lahan basah 2. 144,39 hektar
{Tabel 6.5).

6.2. Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal
6.2.1. Strategi 1. Memperiuas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten
Salah salu isu terkait penanaman modal di Kabupaten Barito
Selatan ialah karena masih terkonsentrasinya investasi pada wilayah
perkotaan dibandingkan Kecamatan, Berdasarkan hasil kajian akademis
Tim Penyusun Naskah Akademnis dari Universitas Palangka Raya, terdapat
beberapa faktor yang menghambat yaitu pertama, tidak scimbangnya
infrastruktur kota-Kecamatan; kedua, kepadatan penduduk vang sangat
timpang antar-kabupaten/kota, dan ketiga, lemahnya promosi invlestasi
pada sektor-seklor potensial di dacrah.



a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2010
mencapat 124 500 jiwa. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk
Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2010-2015 terlihat ada peningkatan
Jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada
tahun 2015 yang berjumlah 131 987 jiwa muka penduduk pada tahun
2010 mengalami pertambahan sebesar 127 058 jiwa, dengan ruta-rata laju
pertumbuhan sebesar 0.64 %, dimana lonjukan terbesar dari tahun 2010
ke tahun 2014 sebesar 2,36 %, Perkembangan jumlah penduduk dari
tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penambahan sebesar3.378 jiwa
seperti padaTabel 6.6.

Tabel 6.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
dikabupaten Barito Sclatan

| Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
No. Eecomatan per Tahun (%]
2010 2014 2015 | 2010-2015 2014-2015 |
1 2 3 4 5 [ 7 |
|_2 | Jenamas 9 D92 9 246 9 284 0,39 0,41
4 | Dusun Hilir 15 659 16 201 16312 .83 0,69
| 4 | Karau Kuala 15413 | 15754 | 16615 0,52 0,39
5 | Dusun Selatan 19922 | 53611 | 54 484 1,77 | 63
6 _ Dusun Utnrn 16358 | 16716 | 16778 0,51 03
7 | Gunung Bintang 1805 | 19081 | 19314 1.36 1,23
Awai
Barito Sclatan | 124 500 | 130 609 | 131 987 ,

Sumber : Kabupaten Barito Selaian dalam Angka 2016
b. Perschbaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk vang ada dapat dikctahui, bahwa
penyebaran penduduknya tidak merata ke setisp wilayah dimana
Eecamatan Dusun Selalun memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni
sebesar jiwa 56.291 (40,72%) dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki
lebih besar yakni 28.859 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk
percmpuan  yakni 27.432. Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh
Kecamatan Jenamas yakni sebesar 10.400 jiwa (7%| dengan proporsi
jumlah penduduk laki-laki lebib besar yukni sebesar 5.285 jiwn dari pada
jumiah penduduk percmpuan yakni sebesar 5.115 jiwa. Bila diilihat dari
kepadatannya, bahwa Kecamatan Dusun Selatan merupakan penduduk
yang paling tinggi, vailu 30,77 jiwa/km® dan vang terendah di Kecamatan
Dusun Hilir, yaitu sebesar 8,41 jiwa/km? (Tabels.7).



Tabel 6.7
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatian
di Kabupaten Barito Selatan

N Jumlah Penduduk Jumiah Persen tam: Luas (knd} Kepudaton
Penduduo Penduduk Perludulk per
. o 2 i
| 2 3 4 5 1]
i Jenamas 9284 7.0 Bb2 16 Loz
L Ry 1 Filir L5 K15 11,498 | HI533 i 14,16
(3 | Kurau Kusia 15815 11,98 RI523 19.06
= | Duzun Sclutan 54 484 21,28 1 133,47 4807
] | Dusyun Utera 16 T7R 12,71 L 2714w 1319
& Cunung Hintang 19314 taa63 I 737 .86 | 1,90 i
Avai i |
Barito Selatan 4 131 087 100,00 To2oam | [17.3

Sumber ; Kabupaten Baniu Seltan dalam Angka 2016
Perkembangan penanaman modal di Barito Selatan vang tercantum
dalam RPJMT} Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 diarahkan untuk
4. Mempertahankan dan mengembangkan investasi vang sudah ada,
b. Menambah dan mencari serta menarik investor-investor bary baik
lokal, nasivnal maupun asing.
€. Pemberdaynan masyarakat dan ekonomi rakyat.

Stratcgi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal,
melipuli:

a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian provek investasi
PMA dan PMDN melalui saluan tugas (satgas) terpadu baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan iklim investasi
vang lebih kondusif dan schat.

b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat
keamanun terhadap para investor,

¢. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepal, keringanan
pajak, pembebasan pajak untuk masa persinpan dan kontrustruksi
(berupa tax holiday secara selektif).

Untuk meningkatkan penanaman modal pada sektor pertambangan
dan encrgi dalum rangka mendorong percepatan pertumbuhan ckonomi
dan perurunan kemiskinan maku beberapa strategi yang dapat dilakukan
adalah :

a. Membangun kerjasama antara pemeriniah dengan scktor swasta pircde
ascktor energ; dan
b. Mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan
trasmisi.

Beberapa lokasi pengembangan penanaman modal pada sektor
pertambangan dan cnergi adalah schagni berikut:



] Peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Gunung
Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara -

bj Peruntukan pertambangun galian tanah urug yang terdapac di
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara:

¢} Peruntukan pertambangan pgalian batu belah di vang Llerdapat doi
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;

d) Peruntukan pertambangan galian pasir dan batu kerikil vang terdapat
di Kecamatan Dusun Selaan Kecamatan Gunung Bintang Awai,
khecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan
Mangkatip dan Kecamatan Jenamas:

€} Peruntukan pertambangan kapur di Kecamatan Gunung Bintang Awai;

) Peruntukan pertambangan bijih besi di Kecamatan Gunung Bintang
Awai; dan

g Peruntukan pertambangan emas di Kecamatan Gunung Bintang Awai,
Dusun Utara dan Dusun Selatan.

6.2.2.Strategi2. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui

Persebaran Investasi Kepada Sektor Ekonomi Berbasis
Sumber Daya Alam Terbarukan

Dava sauing daerah merupakan salah salu  aspek lujuan
penyelenggaraan otonomi daeruh sesuai dengan potensi, kekhasan dun
unggulan daersh. Suatu daya saing (competiliveness) merupakan salah
satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan
dengan  tujusn  pembangunan  daerah  dalam mencapai  linglkat
kesejahterann yang tinggi dan berkelanjuan, Daya saing dacrah lerdirt
dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilavah/infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber dava manusia.

a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari
tingkat PDRBE, semakin tinggi lingkat PDRB per kapita maka semakin
unggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebul. PDRB perkapita
penduduk Barito Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2000
mengalami peningkatan lerus mencrus sejak tahun 2015 hingga tahun
2016. Pada tahun 2006 PDRB perkapita Barilo Selatan sebesar 6,58 Juta
rupiah meningkat menjadi 7,83 juta rupiah pada tahun 2015, Sementara,
PDRBE perkapita Kalimantan Tengah, tahun 2015 sebesar 8,5 juta.



b. Perkembangan Ekspor
Perkembangan volume dan nilai ekspor Karetdan Rotan Kabupaten

Harilo Selatan adalah komoditas kuret dapat dilihat pada tabels.9 dan
Gambar 6.4

Volume dan Nilai Hl::rllt:::t Kab. Barito Selatan
| Volume Ehspor Nl FOB
Bulsn
2015 2016 2015 2016
[ amuan 2 182 930 2973 600 3310 754 3497 486
Pebruari 2 500 380 4550 120 5205 335 5 138 271
Lﬂlm 1866 200 | 3255280 3605 500 3 554 486
April 3358 480 - 4 TRS 085 | .
Mel 2 392 740 n Ja19970 >
Juni | 3915 800 - ATR 391 476
Juki 3 481 TRO x SI08T4 416 -
Agusms 485G D60 745 070 028 -
Sepamber [ 3 77 Oh 573 K9 300
Ckitisber 3777 480 454 520 725 .
November | 3 744 730 464 331 245 -
Mesember | 2903 040 337 152 965
Jumbah 39 754 B00 |0 A0 o 3 B35 531 461 12 19024
Sumber:Barito Selatan Dulam Angka 2016
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Sumber: Banto Selatan Dulam Angka 2016

Gambar 6.4
Velume dan nilai Ekpor Rotan Kabupaten Barilo Selatan



6.2.3. Strategi 3. Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan
Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan

Kawasan Budidava. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan
produks: di Kabupaten Barito Selatan tersebar di beberapa kecamatan,
dengan luas kurang lebih 118.762,56 Ha. Hutan produksi di Kabupaten
Barito Selatan juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Barito.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kchutanan  Numor
SK,292/Menhut-11/2011 tanggal 31 Mei 2011, persebaran Hutan Produksi
(HF) di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:

a) Hutan produksi tetap (HP) dengan luas kurang lchih 83,630,06 hektar
vang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten;

b) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas kurang lebib
2894297 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dalam
Kabupaten; dan

c) Hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 43.200 53
hektar vang terletak di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun
Utara, dan Dusun Selatan.

l. Kawasan Hutan Rakyat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK,292/Menhut-11/2011 tanggal 31 Mei 2011, luas
kurang lebih 42562 hektar yang terdapat di Kecamatan Gunung
Bintang Awm

2. Kawasan Pertanian 1. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari
pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
lahan kering Pertanian lahan basah. Rencana pengembangan pertanian
lahan basah khususnya padi hybrida sebagian besar diarahkan di :

a) Kecamatan Dusun Hilir 2.500 Ha

b} Kecamatan Dusun Selutan 2.000 Ha Intensifikasi luhan lebak vaitn
di :

c) Kecamalan Jenamas 80 Ha

d) Kecamatan Dusun Hilir 75 Ha

e] Kecamatan Karou Kuala 50 Ha

fi Kecamatan Dusun Selatan 50 Hu
Kecamatan GB Awai 25 Ha



Pengembangan usaha produksi padi :

a) Kecamatan Karau Kuala 100 Ha

b) Pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan lahan pertanian yang
diolah secaru berkesinambungan untuk, ketahanan pangan yang
tersebar di setiap kecamatan dengan luas lahan sekitar 150 heklar

€} Pertanian lahan kering, Kawasan pertanian lahan kering diarahkan
tersebar di bagian tengah dan utara Kabupaten Barito Selatan,
yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan
Kecamatan Dusun Hilir. Padi ladang diusahkan di kecamatan non
pasang surut/lahan kering, yaitu Kecamatan Dusun Selatan,
Dusun Utara dan GB Awai.

Kawasan Pertanian  Hortikuloors Peruntukan  hortikultura
direncanakan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Gunung
Awai dan Jenamas seluas kurang lebih 29,20 km?.

Kawasan Perkebunan Adapun arahan pengelolaan perkebunan di
Kabupaten Barito Selatan diarahkan sebagai berikut -

a} Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Dusun
Utara, GB Awai dan Dusun Sclatan tidak boleh dialihfungsikan
untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannva schagai
penun- jang pariwisata dan penelitian;

b) Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalu
peningkatan peran scrta masyara- kat yang tergabung dalam
kawasan masing-masing;

c) Penetapan komodili tunuman tahunan selain mempertimbangkan
kesesuaian  lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu
mempertimbangkan aspck sosial ekonomi dan keindahan/cstetika.

Kawasan Perternakan Pengembangan peternakan di wilayah kabupaten
Baritn Selatan ini direncanakan terpadu dengan pengembangan
kegiatan pertanisn tanaman pangan dan semusim sehingga dapat
memberikan nilai tambah bagi kegiatan sckior pertanian disamping
meningkatkan gizi masyarakal. prospek budidayva peternakan Kerbau
Rawa, Kambing, Sapi dan Ayam potong di kabupaten Barito Selatan
cukup potensial dikembangkan dan diharapkan dapat merupakan
komoditas andalan bagi kabupaten Barito Seclatan.



6. Kawasan Pertambangan Adapun pembagian Wilayah peruntukan
tambang di Kabupaten Barito Selatan meliputi :

8) Peruntukan pertambangan hatu bara  terdapst di Kecamatan
Gunung Bintang Awai dan Kecamatlan Dusun Utara ;

h) Peruntukan pertambangan gslian tanah urug vang tcrdapat di
Recamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;

I| Peruntukan pertambangan galian batu belah di yang terdapat di
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamalan Dusun Utara;

J} Peruntukan pertambangan galien pasir dan batu kerikil yang
terdapal di Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Gunung Bintang
Awai, Kecamalan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan
Mangkatip dan Kecamatan Jenamas;

k) Peruntukan pertambangan kepur di Kecamatan Gunung Bintang
Awai;

Il Peruntukan pertambangan bijih besi di Kecamatan Gunung Bintang
Awai; dan

m) Peruntukan pertambangan emas di Kecamalan Gunung Bintang
Awail, Dusun Utara dan Dusun Selatan.

7. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Barito Selatan
prosentasenya lebih tingyi dibanding dengan permukiman pada kawasan
perkotaan. Hal ini disebabkan mayoritas wilayah Kabupaten Barito Selatan
yang termasuk dalam kawasan pedesaan. Pada kawasan ini peningkatan
kegiatannya diarshkan untuk permukiman dengan [asilitas penunjangnya
dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan usaha. Di kabupaten
Barito Selatan kawasan yung didefinisikan schagai kawasan permukiman
perkotaan adalah hirarki 1 (k1) di kecamaran dusun selatan vang juga
merupakan PKW Barito Selatan dan ibukota kabupaten. sclanjutnya yang
termasitk kota hirarki 11 (k2) yakni wilayah perkotaan di kecamatan Karau
Kuala dan Gunung Bintang Awai vang juga merupaksn PKLp Barito
Sclatan. kota hirarki 11 [k3] merupakan PPK mencakup wilayah perkotaan
di kecamalan dusun utara, Dusun Hilir dan Jenamas. Selain itu terdapart
kota yang berperan sebagai PPL meliputi Desa Tarusan, Patas dan
Kalahien.



8. Kawasan Perikanan

Kawasan yang dapal terus dikembangkan sebagai tempat budidaya
perikanan darat yang dapat diidentifi- kasi, khususnya di daerah
kecamatan Dusun Selatan dan Karau Kuala yang dapat tlerus
dikembangkan scbagai daerah perikanan karena banyak memiliki sumber
air yang dapat ditampung dan dikembangkan sebagai budidaya ikan.

. Perairan Perikanan Tangkap

Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS)
Barito dengan panjang + 233,64 km. khusus yang melintasi Wilayah
Administras: Kabupaten Barito Selatan, di daerah alirin sungai tersebut
bermuara anak-anak sungai serts terdapat danau danau Oxbow, danau
limpasan banjir dan bentangan rawa-rawa limpasan banjir ( Tavap ).
Kawasan-kawasan ini mempunyai potensi uniuk perikanan budidava,
Perikanan tangkap dan daerah (inti) konscrvasi sertn daput pula menjadi
bisnis agrowisata.

2. Perairan Perikanan Budidaya. Sarana eksisting vang ada terdin dari:

2} Keramba Percontohan di Rantau Kujang dan Mangkatip masing-
masing 1 unit.

b) Pangkalan Pendaratan Ikan (PP} di di Kecamatan Mungkatip 100 Ha

¢} Balai Benih lkan [(BBI} di Palurejo Kec. Gunung Bintang Awai 2,5 Ha.

d}] Stasiun Benih [kan Lokal di Mangkalip 0,25 Ha,

¢} Slasiun Pendaratan lkan Peraivan Umum [SPIPU) & Pasar Benih Kee.
Dusun Selatan 0,23 Ha.

3. Kawasan Minapolitan, Agropolitan dan budidaya perikanan air tawar
*Beje” dan kawasan wisula, kabupaten Barito Sclatan juga merupakan
basis budidaya perikanan dengan ditunjuknya ksawasan Minapolitan
yang akan dibangun. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor Kep.32/ MEN/2010 Tanggal 14 Mei 2010 Tentang
Penetapan Kawasun Minapolitan. Adapaun lokasi vang dicadangkan
adalah “kawasan Buntok Scberang” meliputi Desa Jelapat, Buntok Kota,
Muara Ripung, Danau Masura, Kalahien, Madara, Pararapak dan Penda
Asarm.

8. Kawasan Pariwisata Jenis obyek wisata di Barilo Selatan dapat dibagi
menjadi obyek wisata alam, obyck wisata minal khusus dan obyek
wisata sejarah dan budaya. Adapun obyek wisata yang terdapat di
Kabupaten Barito Selatan adalah :



Tabel 8.10
Nama, Lokas! dan Jenis Kawasan Wisata Of Kabupaten Barito Selatan

No. | Namu Lokas _ Jems
| | Wisata Danau Sanggu Danau Sanggu Wisata Alam
2 | Tanaman Anggrek Alam Desa Sanggu Wisata Alam,
Pendidikan
3 | Hutan Tunggsl / Arboretumn | Desa Mangaria Wisata Alaim
4 | Guang / Liang Lempang Desa Polurcjo Wisata Alam
5 | Gua Liang Ayah | Desa Liang Wisata Alam
6 | Gua Batu Uang . Desa Bintang Ara Wisali Alam
7 | Air Terjen Senangor Cunung Bintang | Wisata Alam,
Awai Winata Sejarah
dan Budaya
B | Situs Pegonungan Buwa Desa Bintang Ara Wisata Alam
9 | Terowongan Amis Sungai | Desa Bintang Ara Wisata Alam
Ayuh
10 | Habitat Orang Hutun Desa Madara, Wisata Alam
Sangpu, Batilap,
Batampang, din
| | Simpang Telo
11 | Air Hitam Desa Madira, Wisata Minat
Sanggu, Batilap, Khusus
Batampang, dun
Simpang Telo
12 | Desa Terapung Desa Bambaler, Wisata Minat
Dusun Simpang Telo | Khusus _ |
13 | Gelanggang Dayung Danau | Desu D.Sadar Wisata Minat
| Sadar : Khusus -
14 | Tugu Parasamiya Buntok Wisata Minat
Khusus
15 | Danav Malawen Desa Sanggu Wisata Minal
- l _ Khusus
I6 | Danau Sababilah Wisama Desa Sababilah Wiskta Minat
] Khusus
17 | Kerbau Rawa Desa Rantan Wisata Sejarah
Bahuang dan Budaya
18 | Seni Tari Dadas Buniok | Wisata Secjarah
dan Budaya
19 | Seni Tan Bawn Buntok Wisata Scjarah
, dan Budaya |
20 | Send Tari Bulat Buntok Wisata Sejarah
. dan Budaya |
| 21 | Seni Tan Girnng-Giring Pendang Wisats Sejarah
| dan Budaya '
22 | Upacara Ritual fAdat Wara Kalahicn, Parapak, Wisata Segarah
Mebuan, Tanjung dan Budava
! Jawa, lembeng
23  Upacara Ritual [ Adat | Kalahicn, Parapak, Wisuata Sejarah
Wadian Mabuan, Tanjung | dan Budaya
l «Jawii
24 | Upacara Rilual [ Adat | Kalahien, Parapak, Wisata Scjarah
Wadian Mabuan, Tanjung dan Budaya
Jowa, lembeng




9. Kawasan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industd di
wilayah Kabupaten Barilo Selatan, meliputi:
1. Kawasan peruntukan industri besar
al Kawasan industri karet di Kecamartan Dusun Selatan
bl Kawasan indusiri Crop Palm il (CPO) di Kccamatan Dusun Utara
c) Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai Barito
Kecamatan Dusun Utara, Dusun Sclatan, Karau Kuala, dan Dusun
Hilir.
2. Kawasan peruntukan industri sedang :
al] Kawasan industri rotan di Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara,
dan Dusun Selatan
b) Kawasan industri kavu di Kecamatan Gunung Bintang Awai
c) Kawasan indusinn pengolahan bahan konstruksi dan jalan di
Kecamatan Dusun Selatan.
4. Kawasan peruntukan industri rumah tangga :
a) Kawasan industri anyaman rolan dan purun di kecamatan Karau
Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan,
b} Kawasan industri penganekaragaman pangan di kecamatan Dusun
Sclatan dan Gunung Bintang Awai
6.3. Arah KebijakanFokus Pengembangan Pangan, Infrastruktu dan
Energi
Program Prioritas Kepala derah ditctapkan sesuai dengan janji
Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan
disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas
pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun,

6.3.1. Strategi 1. Akselerasi Pengembangan Sektor Pangun
6.3.1.1. Pengembangan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan urusan wajib pemerintah  baik
ungkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Barilo Selatan. Namun
mengingat komoditas pangan merupakan kemoditas primer yang politis,
maka keberadaannva akan selalu bersifat primer, namun ketersediaannva
bersifat politis, sehingga potensi pengembangnnya akan didukung, namun
mekanisme pasarnya akan dibatasi kebijakan. Untuk itu upaya penvediaan
pangan akan diarahkan pada 2 fokus utama vaitu penvediaan komoditas
pangan utama dan diversifikasi pangan. Beberapa strategl utama investasi
fokus pada pengembangan komoditas pangan adalah;



Strategi 1. Pemetaan Lokus dan Focus Pengembangan Komoditas
Pangan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini menetapkan
Iokus  pengembangan komoditas pangan  berdasarkan
pendekatan teknis (pertanian) maupun pendekatan kelembagaan (RTRW).
Strategi ini ditujukan agar investor dapat lebih fokus memilih lokasi
produksi, menghitung nilai ekonomis yang akan didapatnya secara
berkelanjutan, menimalisasi potensi  konflik  pemanfaatan ruang,
menghitung biaya produski, distribusi, dan mempertimbangkan sumber
sarana mput. Lokus tidak hanya dinsumsikan produksi padi, namun dapat
juga diversifikasi komoditas pangan,

Jjenis-jenis

Berdasarkan data BPS (2015) produksi padi tertinggi pada
Kabupaten Kapuas yang mencapai 373.551 ton, kemudian diikut
Kubupaten Pulang Pisau yang mencapai 163,228 ton dan Kabupaten Barito
Selan uratan ketiga . Adapun luas pancn dan produksi padi di Kalimantan
Tengah seperti pada Tabel 6.12.

Tabel 6,12
Luas panen dan Produksi Padi di Kalimantan Tengah
| No. Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) | Produksi [Ton)
I | Kotawaringin Barat 9.855 31.576
2 | Ketowaringin Timur 14.012 45.807 |
3 | Barito Selatan : U6 8H5 373551 |
4 | Barito Utara 7.339 23.268
5 | Sukamara | 11.913 .77
6 | Sukamara 7.698 8.057 |
7 | Lamandau 11.052 20.047 |
8 ' Seruyan 5.080 13.926
"9 | Kalmgan 18 876 63895 |
10 | Pulang Pisau 43831 163228 |
11 | Gunung Mas 3.532 B.334 i
12 | Barito Timiur HEE19 31.042
13 | Murung Raya 7.929 17.837
I4 | Palangka Rava 54 122
Tatal 242 488 B35.207
s f—

Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2015




Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia bekerja
sama untuk membuat program pencetakan 17.000 heltar lahan sawah
baru di Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Menurut rencana lahan
rersebut tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencetakan sawah tersebut merupakan bentuk kerja sama Kementerian
Pertanman dan TNl dalam bidang ketahanan pangan, vang sebelumnya
Juga sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah provinsi melaiui
Dinas Pertanian dan Pelernakan Kalimantan Tengah.

Pencetakan sawah baru di sembilan kabupaten di Kalimantan
Tengah itu perinciannya adalah Barito Utara 1.500 hektar (ha), Barito
Selatan 2,000 ha, Barito Timur 1.500 ha, Kapuas 1.000 ha, Pulang
Pisau 4.235 ha, Katingan 5.000 ha, Gunung Mas 1.200 ha,
Kotawaringin Timur 200 ha, dan Seruyan 575 ha. Diharapkan dengan
adanya program pencctakan sawah baru ini akan meningkatkan
produks: dun produktifitas padi di Kalimantan Tengah.

SBtrategi 2.Perhitungan Surplus dan Defisit Pangan

Pemerintah Kabupaten Barilo Selatan, dalam hal ini Dinas Pertanian
dan Perkebunan menghitung surplus dun defisit pangan agar dapat
dijadikan dasar penghitungan dan peminatan investor dalam menanamkan
modalnya di Kabupaten Barito Selatan, sebab surplus atau  defisit

merupakan potensi atau peluang usaha bagi investor.
Strategi 3. Pengkajian Kebijakan Penanganan Surplus/defisit Pangan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini Dinas Pertanian
dan Perkebunan mengkaji kebijakan atau kelembagaan penanganan
surpius atau defisit pangan, hal ini diperlukan agar investor tidak
terkendala dengan kelembagaan vang ada, bahkan sebaiknya kelembagaan
vang ada menjadi salah satu kemudahan bagl investor dalam
menanamkan modalnya. Kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah
kelembagaan yang berjenjang vaitu kebijakan penanganan pangan skala
Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Kabupaten Barito Selatan.

Strategi 4.Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang
Pangan

Pemenntah Kabupalen Barito Selatan, dalam hal ini SKPD terkait
(adhoc) menvusun potensi alternatf investasi dalam mengembangkan
komoditas pangan mulai dari penvediaan data dan informasi yang akurat



dan mutakhir terkait, teknis [agronomis), ketersediaan sarana dan
prasarana input, lokus dan kapasitas produksi, kelembagaan, potensi
dukungan kerjasama/kemiteraun dengan UMKME, dan dukungan
keuangan atau perbankan,

6.3.1.2. Pengembangan Infrastruktur

Penyedhaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan urusan
wajibk pemerintah, baik Pemerintzh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten
sesuul dengan lokus, status infrastruktur berikut kewenangannys. Namun
dengun banyaknya urusan wajib yang harus ditangani dengan sumber
pembigyann pembangunan yang terbatas, maka kemampuan pemeriniah
Kabupaten Barito Selatandalam mengalokasiakan anggaran untulk
penvediaan infrastruktur tidak akan optimal, baik uniuk jangka panjang,
menengah, maupun pendek.

Kelersedinan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan sarana
pendukung bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi produktif, sehingga
keterbatasan akan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur, akan
berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dinamika sosial dan ekonomi
masyarakatKabupaten Barito Selutan Namun, mengingat infrasturktur
merupakan sarana dan prasarana yang bersifat layanan publik, maka
akan sulit dilakukan transaksi antara penanam modal bidang
infrastruktur dengan masyarukat penggunanya. Artinya, pelusng investor
menanamkan modalnya di bidang infrastrukmur mungkin terrealisasi jika
di fasilitasi olch pemerintah Kabupaten Barito Sclatan dalam berbagai
bentuk alternalif kerjasama. Beberapa strategl utama investasi fokus pada
pengembangan infrastruktur adalah;

Strategi 1. Pemetaan focus dan lokus kebutuhan infrastruktur

PemerintahKabupaten  Barito  Selatan, melalui SKPD  teknis
mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana
infrastruktur skala Kabupaten Barito Selatan, beserta kelengkapan daia
dan informasinya, sehingga memudahkan baik bagi SKPD leknis maupun
investor dalam menganalisis pra, proses, dan pasca pembangunannya.
Dalam hal ini informasi tentang lokasi, jenis infrastguktur, dimensi,
kelembagaan, tersedia secura akurat dan mutakhir.



Kebutuhan infrastruktur sebaiknya diproyeksikan uniuk kebutuhan
jangka panjang, sehingga melahirkan konsistensi dan  potensi
keberlanjutan profit bagi investor dan menjamin kualitas layanan publik
dalam jangka waktu panjang.

Strategi 2. Penentuan Altermatif Kebijakan Pola Investasi Bidang
Infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Barito Selalanmelalui SKPD  tcknisnya
mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) vang regulatif, dengan
mengoptimalkan manfaal bagi pubhk. Alernatif modcl kerjasama juga
dapat digunakan scbagai materi promosi dan bargaining position dengan
pihak investor.

Strategi 3. Penghajian Penyiapan Readiness Kriteria Infrastruktur
Pemeriniah Kabupaten Barito Sclatanmelaln SKPD leknisnyva
menyusun rcadincss cntema  dan setiap  kegiatan  pembangunan
infrastrukiur yvung akan dibangun atau dikembangkan. Readiness Criteria
yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation,
Desain, Land Acguisition, Construction, dan Operation and Maintenance).

6.3.1.3. Fokus Pengembangan Energi
Prospek ekonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil dengan cara

merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil. Pemerintah
sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal yung harus selaras dengan program
pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup, perubahan iklim,
keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi baru terbarukan (non-
fosil).

Data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) (2011), konsumsi encrgi terbesar disumbangkun paling besar alch
rumiah langga dan kegiatan industri scrta transporlasi. Regulasi untak
meminimalkan penggunaan energl fosil cfektif untuk mengurangi dampak
cmisi gas CO; tanpa melemahkan produktivitas  perckonomian Indonesia
untuk tetap tumbuh stabil dan cepat harus menjadi pertimbangan utama.
Beberapa regulasi vang potensial adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 terkait dengan insentif
pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bag produsen
kendaraan LCGC {Low Cost Green Carl,



b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Dava Mineral (ESDM) Nomor 22
Tahun 32012, terkait dengan pembelian tenaga listik panas bumi alch
PT. PLN.

¢. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Dava Mineral (ESDM) Nomor 10
Tahun 2012, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi
Baru dan Energi Terbarukan. Tujuannya untuk mendorong penyediaan
cnergi yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan

Berdasarkan UU 23 tahun 2014, kebutuhan energi merupakan
urusan  wajib Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun mengingat
komodilas energi merupakan komoditas primer yang politis, make
keberadaan dan ketersediaannya akan selalu bersifal primer, namun
mekanisme pasarnya lebih  bersifat  politis, sehingga potensi
pengembangnnya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan
disesuaikan dengan rcgulasi yang ada. Unluk itu, peran pemerintah
menjadi sangat penting sebagai fasilitator, agar mampu mengakomodasi
kepentingan konsumen scrta  mengakomodasi  kepentingan investor.

Dalam arah kebijukan RUPM Kabupaten Barito Seclatanini, upaya

penyediaan encrgi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penyediaan

energl terbarukan dan atau pengolahan dan penyediaan energl, Beberapa
strategi ulama investasi fokus pada pengembangan energi adalah;

Strategi 1. Pemetaan dan Perhitungan Kebutuhan/ketersediaan Energi
Skala Lokal, Regional, Nasional

Pemenntah Kabupaten Barito Selatanmclalui SKPD  teknis
menghitung dan memetakan kebutuhan energi skala Kabupaten Barito
Sclatandan menyusun daftar wilayah/kawasan yang potensial untuk
aktivitas investasi di bidang energi, dimana aktivitas investasi energi yang
dimaksud difokuskan pada investasi penvediaan energi terbarukan dan
atau peniyediaan tempat pengolahan baban haku energi.

SBtrategi 2. Perhitungan Profit dan Bemnefit Pemennhan Kebutuhan
Energi Lokal, Regional Nasional

Pemerintah Kabupaten Barilo Selatan melslui SKPD teknis terkait,
melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung manfaat sosial dan
eckonomi dari sctiap penanaman modal dibidang energi, sedangkan investor
melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan
diterimanya dalam jangka waktu tertentu (panjang).



Selanjutnya pemerintah Kabupaten Barilo Selatanharus berhitung untuk
menentukan puda titik pertemuan antara profit dan bencfit yang harus

disepakati kerjasama [(KPS],

Strategi 3. Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang
Energi

Pemerintah Kabupaten Barito Selatanmelalui SKPD teknisnya
mengkaj berbagai alternatif potensi kerjusama (KPS) yang regulatil, dengan
mengoptimalkan muanfaat bagi publik. Alternatil model kerjasama juga
dapat digunakan scbagai maleri promosi dan bargaining position dengan
pihak investor. Prospek ckonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil
dengan cara merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil.
Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang harus selaras
dengan program pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup,
perubahan iklim, keanekaragaman hayali, dan penggunaan energi baru
terbarukan [non-losil).

6.4. Arah Kebijakan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan
(GremInvestment)

6.4.1. Strategi 1. Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru

Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayahdi Kabupaten Barito
Selatan lentang Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
adulah sebagai berikut :

1. Sistem Jaringan Sumber Dava Air
a . Sisten Jaringan Air Limbah domestik

Sistem instalasi pengolahan air limbah sistem setempat (IPAL on-
site) Penanganan air limbah sistem setempat [on-site) yaitu penanganan air
limbah di lokasi selempat untuk me- layani perorangan  atau
sckelompok  warga yang dikelola oleh warga setempat dengan
penggunaan teknologi tepat guna/sederhana. 1PAL off site system di
Sanggu Kecamatan Dusun Selatan sistem instalasi pengolahan air limbah
sistem terpusat (IPAL off-site] Penanganan air imbah sistem terpusat (ofl-
site] yaitu penanganan ar limbah untuk melavani sejumlah penduduk
vang dikelola oleh suatu lembaga dengan penggunaan teknologi linggi.
IPAL ofl site sistem di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan.



b. Sistem Jaringan Air Limbah Industri
Sedangkan untuk sistem jaringan air limbah industri harus
memenuhi ketentuan sebagai berilkout -

1. Penanganan air limbah sisiem pengolahan limbah domestik terpadu,
sistemn septik tank komunal, sistemn sep- tk tank individual, untuk
kawasan perkotaan Dirancang dengan baik, meliputi pecnampungan dan
pem- buangan vang segera limbah indusiri, agar tidak menimbulkan
penyebaran penvakit, kimia, dan fisis,

2. Rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di
Mangaris dan Sanggu Kecamatan Dusun Selatan;

3. Pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri

4. Perencanaan sistemn harus memperhatikan kondisi dan karakier apak,
serta harus dibuat di atas rencana lelak lopograli dan tapak.

5. Pengelolaan penanganan air limbah dan kegiatan industri, rumah sakirt,
hotel, restoran dan rumah tangga.

6. Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan di Kabupalen
Barite Selatan mebputi rencana persampahan, rencana kebutuhan
sanitasi dan limbah, rencana sistem drainase rencana pengelolaan
sanitasi dan imbah antara lain terdiri dari ;

a) Sistem Jaringan Drainase

Sistemn jaringan drainase yaitu sistem jaringan drainase terpadu di

pusat-pusat kegiatan, terutama di Buntok, Bangkuang, dan Tabak
Kanilan.
b) Sistem Jaringan Persampahan
Berdasarkan kondisi yang ada, maka arahan rencana
pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Barito Sclatan adalah
sebagad berikul;

a) Tempat pembuangan sampah sementara (TPS] dapat menggunakan
container yang ditempatkan di pasar, pusat kegiatan penduduk,
sekitar permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya.

b) Pengadaan Dump Truck (kendaraan pengangkut sampah dan TPS ke
TPA)

¢) Tempat pembuangan akhir [TPA} yang ada, diperlukan suatu kajian
pengembangan TPA di lokasi tersebut, apakah diperfukan perluasan
areal guna memungkinkan pengembangan sistem pengolahan
sampah vang lebih baik atau memindahkan lokasi TPA yang jauh
dari  pusat perkotaan dan pedesaan, dilakukan melahn
pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pola sanitary landfill
dengan lokasi di Pamangka madara (vang dalam hal ini patut dikaji)



dengan cakupan wilayah layanan Kecamatan Dusun Selatan,
Kecamatan Gunung Binlung Awai dan Kecamatan karau Kuale, juga
Jauh dari kawasan permukiman penduduk.

d) Pengadaan Incincrator [alat untuk memproscs sampah melalui
pembakaran hingga menjadi abu sceara terkendali dengan emisi gas
buang yang aman).

¢] Sosialisasi masyarakat tentang hidup sehat akan arti pentingnva
menjaga lingkungan terulama dalam pengelolaan sampah rumah
tangga dan industri.

f} Sosialisasi pembuatan kompos pada masyarakat vang merupakan
salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan
kembali vakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk,

Komoditi unggulan Prioritas Kabupaten Barilo Selatan vaitu sektor
Pertambangan dengan komoditi unggulan adalah batu bara, batu gamping,
kuarsa, granit. Sedangkan sektor pendukung yakni; perkebunan,
pertanian, perikanan, peternakan dan jasa. sektor pertanian komoditinya
adalah jagung, kedrelai, ubi jalar, dan ubi kayu, Sektor Perkcbunan
komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa,
dan Lada. Sub sektor penkanan komoditi yang diunggulkan vaitu budidava
keramba dan budidaya kolam, sektor peternakan komoditinva adalah sapi,
babi, domba, kambing, dan kerbau,

Pakan dalam melakukan usaha budidaya ternak, merupakan salah
satu sarana produksi yang amat penting dan sangat strategis, karena
kecukupan dan mutunya yvang secara langsung berkorelasi dengan
performan  ternuk. Keterbatasan pakan dapat menyebabkan daya
tampungternak pada suaniu daerah menurun atau dapat menyebabkan
gangguan produksi dan reproduksi. Hal ini dapal diatasi bila potensi
pertanian /industri maupun limbahnya dapat dioptimalkan
penggunuannysa sebagai bahan pakan ternak., Penggunaan bahan pakan
alternatif sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain bahan
pakan tersebut tersedia dalam satu tempal dalam jumiah vang banyak,
sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan biaya vang besar,

Limbah adalah sisa atau hasil ikutan dari produk utama limbah.
Limbah pertamuan adalah bagian tanaman pertanian dialas lanah atau
bagian pucuk, batang yang tcrsisa setelah dipunen ateu diambil hasil
utamanya dan merupakan pakan alternatif vang digunakan sebagai pakan
ternak.



Berbagai hasil ikutan pertanian dapat dijadikan sebagai sumber bahan
pikan baru baik unmuk termak ruminansia maupun ternak unggas.
Sumber limbah pertanian diperoleh dari komoditi tanaman pangan, dan
ketersediaanyu dipengaruhi oleh pola tanam dan luas arcal panen dari
wnaman pangan di suitu wilavah. Jenis limbah pertanian sebagai sumber
pakan antara lainlimbah tanaman kelapa sawil, padi, tanaman jagung,
tanaman kedelai, tanaman kacang tanah, tunaman ubi kavu, tanaman ubi
jalar, dan lain-lain.

1. Kelapa Sawit.

Perkebunan kelapa sawil di Kalimantan Tengah mempunyvai potensi

daya dukung untuk pengembangan peternakanyaitu schagai sumber
pakan buik pakan hijavan maupun pakan dari imbah pengolahan minyak
kelapa sawit. Salah satu limbah yang dapat dimanfsatkan sebagai pakan
lernak adalah solid. Sebagai teladan bagi Kabupaten Barito Selatanadalah
produksi limbah di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 18-21
\/hari/ pabrik.
Bila limbah tersebut dimanfaatkan sebagai pakan, jumlah terschut dapat
menampung + 155.000 ckor sapi/hari. Solid mengandung bahan kering
81,56%, protein kasar 12,63%, seral kasar 9,98%, lemak kasar 7,12%,
kalsium 0,03%, fosfor 0,003%, dan energi 154 kal/ 100 g. Pemberian solid
dalam bentuk segar sccara ad libitum kepada sapi PO jantan memberikan
pertambahan bobot badan harian (PBBH) 770 g/ekor/hari. Pada domba,
pemberian solid 1% duri bobot badan, baik dalam bentuk segar, complete
feed block (CFB) lanpa fermentasi maupun CFB fermentasi masing-masing
memberikan PBBH 45, 64, dan 83 g/ekor/hari.

Solid merupakan salah satu limbah padat dari hasil pengolahan
minyak sawil kasar. Di Sumatera, limbah ini dikenal sebagai lumpur
sawit, namun solid biasanya sudah dipisahkan dengan cairannya sehingga
merupakan limbah padat. Ada dua macam limbah yang dihasilkan pads
produksi CPO, yaitu limbah padat dan limbah cair, Saat sekarang ini
produksi limbah solid di dua pabrik pengolahan CPO. Jumlah limbah solid
vang dihasilkan berganiung pada TBS yang dinlah. Produksi TBS akan
makin bertambah pada masa mendatang seiring dengan makin Iunsnya
ared perkebunan kelapa sawit yang berproduksi. Diharapkan dalam setiap
10,000 ha berdin satu pabrik pengolahan CPO.



Pemeliharaan tlermak (sapi) sebag iussha sambilan kurang
menguntungkan apabila memanfaatkan solid sebagai pakan karcna akan
menambah biaya produksi, berupa biaya angkut dari pabrik ke lokasi
peternuk. Kondisi ini dapat menghambat adopsi teknologi pemanfaaran
solid. Solid akan dimanfaatkan secara luas oleh pelernak apabila
pemeliharaan ternak bersiful komersial misalnya penggemukan. Strateg
yang dapat ditempuh untuk memaksimumkan pemanfaatan solid sebagai
pakan adalah melalui kemitraan antara petani dan pemerintah daerah
ataupun pihak swasta.

Industri kelapa sawit menghasilkan limbah yang berpotensi sebagai
pakan ternak, seperli bungkil inti sawit, scrat perasan buah, tandan buah
kosong, dan solid . Bungkil inti sawit mempunyai nilai nutrisi vang lebih
tinggi dibanding limbah lainnya dengan kundungan protein kasar 15% dan
energi kasar 4.230 kkal/kg schingga dapat berperun sebagai pakan
penguat (kensentrat), Namun, bungkil ind sawit di Kalimantan Tengah
merupakan komoditas ekspor yang harganva relative mahal sehingsa
bukan merupakan limbah, dan akan menjadi bahan pakan yang mahal
bila diberikan pada ternak. Scrat perasan buah dan tandan buah kosong
bersama-sama dengan cangkang biasanya dibakar dijadikan abu untuk
dimanfaatkanm schagai pupuk sumber kalium.

Perluasan kebun kelapa sawilt di Kalimantan Tengah ditargeikan
mencapal area 1.557.752 ha. Apabils tanaman kelapa sawit sudah
berproduksi semua, dan setiap 10.000 ha terdapal satu pabrik, maka
dalam kebun seluas itu akan terdapat 155 pabrik pengolahan kelapa sawit,
Apabila tiap pabrik rata-rata menghasilkan solid 20 (/hari maka setiap
hari akan diperoleh 3.100 ton solid. Apebila seekor sapi dapat
mengkonsumsi solid + 20 kg/hari (jumlah vang biasa diberikan peternak
pada sapi dengan rata-rata bobot badan 250 kg,
maka produksi limbah tersebut akan dapat mencukupi kebutuhan pakan
bagi + 155,000 ekor sapi/ hari. Dengan demikian, keberadaan perkebunan
kelapa sawit sangat menpengembangan peternakan haik dalam skala
menengah maupun besar. Apalagi saat ini perkebunan kelapa sawit di
Kalimantan Tengah berkembang cukup pesat dengan target area 1.557.752
ha yang terschar i Kabupaten Kotawaringin Barat 644.845 ha,
Kotawaringin Timur 700.000 ha, dan sisanya 212.857 ha teracbar di
Kabupaten Barilo Utara, Barito Selatan, Kapuas, dan Palangkaraya,



Perkebunan kelapa sawit mempunyai putensi daya dukung untuk
pengembangan peternakan sebagai sumber pakan ternak, baik vang
berupa hijavan yang tumbuh di kawasan perkebunan maupun limbah
pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (erude palm oil = CPO). Melalui
keterpaduan dengan tanaman perkebunan, upaya pengembangan lernak
ternvata menunjukkan hasil vang posiuf .

Pemanfaatan solid sebagai pekan ternak diharapkan dapat
membantu mengatasi masalah ketersediaan pakan terutama pada musim
kemarau, serta meningkatkan produktivitus ternak, Ratarata pertambahan
bobut badan harian(PBBH) sapi milik petani di Kabupaten Kotawaringin
Barat yang tidak diberi pakan solid jauh di bawah PBBI lernak vang diberi
solid, yaitu hanya 250 g/ekor/ hari . Hal ini disebabkan kualitas dan
kuantitas pakan yang diberikan, dalam hal ini rumput alam, relatif rendah.

Limbah kelapa sawit berupa solid berpotensi sebugai sumber nutrisi
untuk ternak karena mengandung protein kasar 12,63% dan energi 134
kal/ 100 g, ketersediaannya melimpah, berkelanjutan, dan lidak bersaing
dengan kebutuhan manusia. Pemanfaatan solid sebagai pakan tambahan
dipengaruhi oleh system produksi, dan menguntungkan pada
pemelibaraan dengan orientasi komersial (penggemukan). Peran aktif
pemerintah daerah dan atau industri pengolah minyak kelapa sawit sangat
dipcrlukan untuk memasyarakatkan pemanfaatan solid secarn lebih
luas.annyva untuk peningkatan produksi daging [pengeemubkan),
Pemanfaatan solid sebagai pakansuplemen ternak hanya menguntungkan
pada usaha pengpemukan atau berorientasi komersial,

2. Padi

Padi (beras) merupakan salah satu mskanan pokok di Indonesia.
Pemanfaatan padi sebagai pakan ternak terutama ternak unggas sangat
bersaing dengan kcbutuhan manusia. Akan tetapi limbah dari tanaman
padi sungat berpotensi untuk dijadikan pakan ternak. Limbah tersebur
berupa jerami, dedak, dan bekatul.

a. Jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia,

Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak telah umum

dilukukan di daerah tropik, terutama sebagai muakunan termnak pada
musim kemarau.  Jumlah jerami yang dihasilkan dalam salu hektar
padi sawah adalah schanyak 1,44 kali dari jumlah hasil panennya.



Dengan mengetahuwi jumlah jerami yang dihasilkan maka dapat

diketahui juga daya tampung ternak dalam satu hekior sawah dalam

satu tahun. Sebagai contoh perhitungannya adalah sebagai berikoat

- Produksi padi sawah tadah hujan/rawa dengan asumsi panen 1 kali
dalam satu tashun dengan hasil rata-rata sebanyak 4 lon/ha, maka
jumlah jerami yang dihasilkan sebanyak = 1,44 x 4 = 5,76 ton/ha.

- Jika konsumsi ternak per hari sebanyuk 8 kg/ekor/hari maka
konsumsi ternak perekor/tahunnya adalah sebanyek 1 tahun = 8 kg
X 365 hari = 2920 kg/tahun.Maka tiap hektar = 5760 kg/ha : 2920
kg/tahun = 1,97 dibulatkan menjadi 2 ekor ternak/ha/tahun.

Selain potensi ketersedian bahan bakunya penggunaan jerami padi
scbagai makanan ternak mengalami kendala terutama disebabkan
adanya fuktor pembatas dengan nilai nutrisi yang rendah yailu
kandungan protein rendah, serat kasar tinggi, scria kecernaan rendah.
Untuk mengalas: hal tersebut maka pemanfaatan jerami padi sebagai
pakan ternak ruminansia perlu diefektiflkan, yaitu dengan dilakukan
dengan cara penambahan suplemen atau bahan tambahan lain agar
kelengkapan nilai nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak
secarn lenghkap sekaligus meningkatkan daya corna pakan (Rahadi. S,
2008).

Dedak dan bekatul sebagai limbah dari penggilingan padi, dapal
dimanfaatkan sebagai pukan ternak unggas dan ternak ruminansia.
Banyaknya dedak vang dihasilkan tergantung pada cara pengolahan,
Dedak kasar dapat dihasilkan sebanyak 14,44%, dedak halus scbanyak
26,99%, bekatul schanyak 3% dan 1-17% menir dari berat gabah
kering. Berdasarkan hasil analisa laboratorium Balai Pengujian Mutu
dun Sertifikasi Pakan (2014), kandungan protein kasar dalam dedak
padi merah cukup tinggl, yaitu scbesar 11,57%. Sedangkan
kandungan serat kasarnya cukup linggi vaitu sebesar 14,78%. Untuk
dedak padi putih kandungan protecin kasarmya sebesar 7,41%,
sedangkan seral kasarnya sangat tinggi vaitu sebesar 29,86%.
Tingginva kandungan serat kasar tersebut merupakan penyebab
terbatasnya penggunaan dedak dalam ransum ternak, terutama ternak

LINEEAS.



3. Tanaman Jagung

Setelah produk utamanya dipanen hasil ikutan tanaman jagung
dapat dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia, vaitu berupa jerami,
klobot dan tongkol jagung baik sebelum atau sesudah mclalui proses
pengolahan.  Jumlah produk ikutan jagung dapat diperoleh dari satuan
luas tanaman jagung antara 2,5-3,4 ton bahan kering per hektar vang
mampu menyediakan bahan baku sumber serat/pengganti hijauan untuk
| satuan ternak {bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering
3% bobot hidup) dalam selahun.

4. Tanaman Ubi Kayu

Tanaman ubi kayu (Cassava) merupakan makanan pokok nomor tiga
setelah padi dan jagung di Indonesia. Tanaman ini merupakan wnaman
tropis vang potensial dan sangal penting sebagai pakan ternak sumber
ener@ (umbi) dan protein [daun) dalam jumlah besar. Limbah tanaman
ubi kayu dapar dimanfaatkan sebagai pakan ternak terbagi menjadi 2
bagian, yaitu : 1). Berasal dari lahan pertanian, berupa daun ubi kayu
setelah masa panen. Produksi biomass hijauan ubikayu terdir atas daun,
tangkai daun dan batang,

Produksi daun merupakan proporsi tertinggl, yvakni sebesar 61,6 %
puada pemanenan yang dilakukan saar tanaman berumur 4 bulan dengan
ringgi pemolongan sekitar 40 cm diatas permukaan tanah dar total
produksi behan kering sebesar 1.434 kg/ha. 2). Berasal dari pabrik
pengolaban ubi kavu menjadi tepung tapioka atau indusiri makanan
berupa kulit ubi kavu, potongan-potongan vang tidak bisa masuk ke mesin
pengpiling dan onggok. Akan tetapi penggunaan umbi dun daun ubi kayu
dalam ransum ternak cukup terbatas dikarenakan adanya fakior pembatas
berupa racun asam sianida (HCN). Beberapa proses pengolahan yang
dapat dilakuken untuk menurunkan kadar HCN dalam ubi kayu adalah
pengeringan, perendaman, perebusan, lermentasi dan kombinasi proses-
proses inl. Sedangkan untuk daunnya, kandungan HCN dapat diturunkan
dengan pengeringan, perebusan atau penambahan metionin atau senvawa
lain yang mengandung sulfur. Penggunasan ubi kayu dalam ransum ternak
unggas sebesar 5-10% dan untuk ternak ruminansia sebesar 40-90%.
Limbah dari tanaman ubi kayu yang mcrupakan hasil sampingan dari
industri tapioka adalah onggok.



Onggok memiliki nilai gizi sedikit lebih rendah dari ubi kayu, akan tetapi
mempunyai kandungan BETN yvang relatifl tinggi schingga dapal digunakan
sebagal bahan baku pakan sumber energl bagi ternak.

5. Tapaman Lainnya

Limbah pertanian lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan
pendukung untuk ternak tcrutama ternak ruminansia antara lain kulit
buah nanas, bungkil kacang tanah, pucuk lebu, jerami kedele, jerami
ketela rambat, jerami kacang tanah secrta limbah berupa sayur-sayuran
vang sudah tidak termanfaatkan untuk manuasia.

Limbah-limbah pertanian lersebut rata-rata memiliki kandungan
serat kasar yang tinggl, namun ketersediaannya cukup melimpah dialam
schingga perlu adanva pemunfaatan yang lebih lanjut dengan sentuhan
teknologi yang dapal mengubah bahan baku terscbut menjadi pakan
bergizi dan sumber energi bagi lernak sechingga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan pakan terutama ternak ruminansia.

6.4.2. Strategi 2. Pemetaan dan Penyediaan Lahan Kritis Untuk

Perluasan Lahan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman
Industri (HTI)

Berdasarkan formasi bebatuannyva Kabupaten Barito Selatan berssal
dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk
pengembangan  wilayah meliputi  potensi kesuburan tanah, bahan
tambang, air tanah, dava dukung dan kerawanan fisik.

Berdasarkan formasi batuannya, potensi kesuburan tanah di
Kabupalen Barito Selatan tidak tinggi. Penycbaran formasi baruannya
terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan
bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Sclain
itu,terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit
material vulkanik; Batuan beku; Bamuan vulkanik tua, menghasilkan jenis
tanah yang kaya unsur hara..

1. Jenis Tanah

Jenis tanuh daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang
terdapat pada daerah hulu utara, Jenis tanah vang terbentuk erat
hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya.
Sccara gans besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito
Selatan adalah schagai berikut:



Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliren sungai Barito, mulai
dan bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai
ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari buhan
induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnyva terlihat jelas bentuk
wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak
halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari
tepi sungai daerahnys lebih rendah dan sering lergenang, sehingga
dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping
anah aluvial, bersolum dalam, terbentuk wama kclabu tekstur halus
sampai agak kasar, drainase terhambatl dan reaksi tanah masam. Setelah
aluvial hidromorfik terdapat tanah gley yang berusosiasi dengan endapan
tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang
terbentuk dikenal sebagai tanah glev humus. Tanah ini sering berasosiasi
dengan organnsol sehingga disebut tanah komplcks organesol - gley
humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai
sedang, drainase terhambal dan rekasi tanah masam. Solum dalam,
tekstur halus, kasar, warna dari cerah sampai gelap, drainase tergenang
periodik sampai baik, reaksi tanah basa kandungan garam tinggi sampai
sedang.

Regosol. dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito
Selatan. Tanah ini bersolum dulam terbentuk dar bahan induk endapan
pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai
berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar,
drainase baik dan reaksi tanah masam.

Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai
menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami
perkembangan lunjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk
wilayahnya berombak samapai agak berbukit, warna tanah coklat samapai
merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainsse baik dan reakasi
tanah masam. Jenis tanah lain adalah litlosol vang mempunyai solum
dangkal dan berbatu, membentang di puncak perbukitan Muller dengan
ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 m  keadaan medan yung
terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat
sehingga rerjadilah tanah dangkal berbatu.Untuk lebih jelasnya mengenai
jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapai dilihat
pada Tabel 6.14.



Tabel 6.14
Jenis Tunah di Kabupaten Barito Selatan
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Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat
disebelah Barat sungai Barito mulai dari sclatan hingga ke bagian Utara
Kabupaten Barito Sclatan. Ketebalan gambut umumnva dalam (90 cm)
terdapat pada bentuk wilavah datar dan di daeruh cekungan, warna merah
kehitaman sampai coklat lua, drainasc sangat terhambat, reaksi tanah
sangat masam.

Podsolik, terictak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak
dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk
wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan
sampai kuning pucat, tekstur scdang, drainase agak terhambat dan
reakasi masa.

Podsol,terletak  di hulu Kabupaten Barito Sclatan seria sebelah
Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang,
mempunyai lektur yang halus, berwarna kecoklatan,

Regosol, (unah tersebut terletak di Utara bagian tengabh dari
kabupatcn Harito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.

6.5. Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi (UMKM)

6.5.1. Strategi 1. Penerapan Tcknologi Sederhana Tepat Guna dan
Hemudahan Akses Teknologi
Strairegi inovasi dacrah merupakan kebijjakan strategis peningkatan
daya saing daerah, Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka
pada ide-ide kreatif yang bermanfanl bagi kemajuan dscrah, dan
Menetapkan tujuan yvang jelas dan capaian yang rasional.



Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kit

secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik /

holistik, ketidak linieran sifatnyu, dan pentingnya internksi, kemitraan dan

sinergitas berbagai elemen sistem serla pentingnys peran pemerintah

untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa

disebut dengan kebijukan inovasi.

Strategi dan kebijakan inovasi pengembangan UMKM di Kabupaten Barito

Sclatan dapat dilakukan sebagai borikut vaitu

1} mengembangkan kerangka umum yang kondusifl bagi inovasi dan bisnis,

2) memperkuat kelembagaan dan dava dukung iptek/lithang,

d) mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri  pengolahan
(Perusdal,

4] menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan
difusi inovasi dan hasil litbang,

3] mendorong budaya inovasi,

6) menumbuh kembangkan dan memperkual keterpaduan pemajuan
sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah, dan

7) penyelarasan dengan perkembangan global.

6.5.2. Strategi 2. Pembangunan Jaringan Distribusi Lokal Ke Pasar
Nasional dan Internasional

Mendorong UMKMEK menjalankan strategi aliansi, vaitu sirategi
kemitraun berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih
pelaku  usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukann dan saling
menguntungkan (memberikan manfaat) schingga dapat memperkuat
keterkaitan diantara pelaku wusaha delam berbagai skala usaha.
Pengembangan kerjasama kemilraan strategis dapat dilakukan untuk
setiap scktor. Aliansi dibangun agsr wirausahawan yang memiliki skala
usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama
produksi pada skola yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun
berdasarkan  pertimbangan bisnis dan kerjasama  yang  saling
menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan
keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, kecil, menengah,
koperasi dan usaha besar. Kemitraan dengan usaha berskala besar
merupakan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan skala
UMEKMEK.



6.5.3. Strategi 2. Pengembangan dan Penguatan Klaster UMKM
Berbasis Ekspor

Memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility [CSR)
perusahaan-perusahaan vang berada di daerah untuk lebih diarahkan
pada peningkatun kapasitas dan produktifilas UMKMK vang bergerak di
sektor-scktor yang  diprioritaskan. Peningkatan kapasitas  dan
produktifitas UMKM ini dapat dilakukan dengan cara pengutan Klaster
UMKM berbasis ekspor. Adapun produk yang dimaksud seperti karet,
rotan dan hasil tambang.

6.6. Arah Hebijakan Fasilitasi, Kemudahan, dan Insentif Penanaman
Modal

6.6.1. Strategi 1. Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan
Penananam Modal

Strategi {asilitas vang bisa diterapkan berupa fasilitas fiskal vang
dapat diuraikan sebagai berikut:

. Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak
penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu

2. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai
tingkat tertentu

3. Pembebasan atau keringun bea masuk atas barang barang impor yang
belum dipreduksi dalam negeri

4, Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk
produksi dalam negeri

5. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang
modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri

6. Percepatan penyusutan [amortisasi)

Strategl kemudahan yang dapat diuraikan sebapai berikut:

a, kemudahan pelayanan PTSP

b. Pengadaan infrastruktur olch pemerintah.

¢. Kemudahan perizinan untuk untuk memperoleh hak atas tanah,
fnsililas keimigrasian dan perizinan impor

d. Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi

¢. Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis



6.6.2. Strategi 2. Pemberian Insentif

Stralegi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adaleh berupa
insentif bagi pelaku usaha di antaranya:
4. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan
b. Pengurangan dan pembebasan pajak
¢. Pengurangan dan pembebasan retribusi
d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan

6.7. Arah Kebijakan Promosi Penanaman Modal
6.7.1. Strategi 1. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Yang Efektif

Peningkatan penunaman modal tidak dapat berjalan tanpa adanya
peran serta lembaga yang terkait. Artinya ada kcherlangsungan dan
keberlanjutan koordinasi dan kemiteraan yang dibangun oleh Badan
Perimnan dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan dengan
lembaga-lembaga lain (di dalam dan luar negeri). Koordinasi dan kemitraan
yvang dibangun digunakan untuk membangun citra, membangkitkan
investasi dan pelayanan jasa investasi. Arah penpembangan penanuman
modal adalah penguatan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-
lembaga lain dengan meperiuas tawaran kepada calon investor vang tidak
hanya pada seklor yang bersifat jangka pendck tetapi juga jangka menegah
dan pajang yang disertal dengan adanva perbaikan lingkungan investasi.

6.7.2. Strategi 2. Peningkatan Kualitas Badan Promosi Investasi
Daerah

Di masa mendatang dengan lussnya wilayah Kabupaten Bariio
Selatan dan strategisnya inveslusi bagi perckonomian dacrah menutut
pemahaman lebih akan calon invesior, pembentukan citra, pengenalan
potensi, dan memelihara hubungan baik secara berkelunjutan sehingga
perlu ada peningkatan kualitas dan kreatifitas dari aparatur dalam
mempromosikan  daerahnya masing-masing. Pada dasarnya, Badan
Promaosi Investasi Daerah dibentuk untuk mempermudah  dan
mengkonsenterasikan aktifitas promosi investasi sehingga pembentukan,
peningkatan peluang dan pemeliharaan invetsasi menjadi lebih terjaga,

Setap Kecamatan vang terdapat di Kabupaten Barito Selatan harus
memberdayakan dan meningkatkan  kreatifitas kegintan pada Badan
Promosi Investasi Daerah, Badan tersebul bertugas adalah:



(1) Memherikan informasi kepada calon investor dan investor akuan produk
investasi bary, dengan segala manfastnya;

(2} Meyakinkan calon investor secara persuasive melalul media promes)
untuk menciptakan permintaan,

(3} Memehhara hubungan baik meialui manajemen hubungan investor
|Customer Relationship Management), dan

[4) Memberilkan nilai rambah (value added) bagi investor dalam investasi,




